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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan disebutkan bahwa O Admi ni star si Kependuduk
rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan
data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengeloaan
informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pel ayanan publi k dan pembanguan sektor | aino

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus merupakan
unsur pelaksana otonomi daerah dibidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Penyelenggaraan pelayanan dibidang administrasi kependudukan tersebut
merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data
kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus
menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat (2)), dengan jenjang
perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah,
maupun perencanaan tahunan. Setiap daerah (kabupaten/kota) harus
menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan
kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur
pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana
pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana Pembangunan
Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan Rencana Perangkat Daerah meliputi
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja PD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
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untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan,
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman
kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Pasal 108 s.d 124 Permendagri Noomor 86
Tahun 2017 mengatur tentang tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah,
sedangkan tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah diatur melalui pasal
125 s.d 143. Berdasarkan pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra
Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai
berikut persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan
rancangan; pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
perumusan rancangan akhir; dan penetapan.

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan
bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah.

Proses penyusunan Renstra PD berpedoman pada Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 penyusunan renstra terdiri dari 4 (empat)
tahap dan 15 kegiatan yaitu :

a. persiapan penyusunan, meliputi:

1) penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim
penyusun Renstra PD. Tim penyusun dipersiapkan oleh Kepala PD dan
diusulkan kepala Bupati untuk ditetapkan dengan SK Bupati. Susunan
keanggotaan tim penyusul minimal sebagai berikut:

a) Ketua Tim: Kepala PD;

b) Sekretaris Tim: Sekretaris/Kabag TU/pejabat lainnya;

c) Kelompok kerja: susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan
kebutuhan; Tim penyusun sekaligus Tim Penyelenggara Forum PD;

2) orientasi mengenai Renstra PD;

3) penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD;

4) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
berdasarkan SIPD;

b. penyusunan rancangan awal, mencakup:

1) analisis gambaran pelayanan;

2) analisis permasalahan;

3) penelaahan dokumen perencanaan lainnya;

4) analisis isu strategis;

S5) perumusan tujuan dan sasaran PD berdasarkan sasaran dan indicator
serta target kinerja;

6) perumusan strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan
sasaran serta target kinerja PD;

7) perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif,
lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan
PD;

C. penyusunan rancangan Renstra PD;
1) rancangan Renstra PD disusun dengan menyempurnakan rancangan
awal Renstra PD berdasarkan SE Bupati tentang penyusunan rancangan
Renstra PD;
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2) rancangan Renstra PD dibahas dalam forum PD/lintas PD;

3) rancangan Renstra disampaikan kepada kepala Bappeda untuk
diverifikasi dan dijadikan bahan masukan penyempurnaan rancangan
awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD;

4) verifikasi rancangan Renstra PD;

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;

e. perumusan rancangan akhir merupakan proses penyempurnaan rancangan
Renstra PD menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan Perda RPJMD;
dan;

f. penetapan,

Dokumen perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan yang utuh
dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, maka Renstra disusun
dengan berpedoman pada Renstra OPD Tahun 2018-2023 dan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032, Renstra Dinas
Pemeberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Jawa Tengah, Renstra Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri serta memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2015-
2019. Lebih lanjut dokumen Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan dan
penganggaran daerah lainnya secara sistematis didiskripsikan dalam bentuk
diagram alir seperti pada gambar berikut.

Dengan memperhatikan Gambar 1.2 dapat diketahui, bahwa Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2005 -
2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor
11 Tahun 2008 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang
dijadikan sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah
daerah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan tersebut
mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa
mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan skala prioritas
dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan
dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025
sebagaimana yang tercantum dalam RPJP yaitu 0 Kudus yang Religius,
Adi | 6.

Renstra OPD itu sendiri pada hakekatnya adalah penjabaran dari tahapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kudus. Penyusunan
Renstra OPD memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RPJM Nasional
dengan menjabarkan Visi, Misi Kepala Daerah terpilih.
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Gambar 1.2.
Hubungan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Lainnya

RPJP Dipedomani RP_JM Dijabarkan RKP Pedoman
Nasional |=———— Nasional |=p Penyusunan APBD Pemerintah
Pusat
: A
Diperhatikan = . . :
H Diacu = Dipedomani
n
- S S e ———————— - ——
Y i ¥ Dijabarks v
Dipedomani ijabarkan
RPIPD R RPIMD RKPD Pemerintah
Provinsi »|  Provinsi | sy  Provinsi Provinsi
R 4
n L}
n n
. .
- n
——————————————— :———————————.———————————————————————————
Diperhatikan . Diacu ; Persetujuan
; ; Antara
Dipedomani v Dipedomani gy KD & DPRD
RPJPD RPIJMD RKPD Kab KUA l
Kab/Kota E—— Kab/Kota —> —> > RAPBD N
Tahapan PPAS »  APBD
Pelaksanaan—
Dipedomani Dipedomani Diacu | Bahan '
. T penyusunan Pemerintah
Penjabar / v Kab/Kota
Visi Misi Renstra PD \ Renja PD RKA PD
Bupati l 1 > — yang telah sesuai
\ KUA PPAS
~~. —~ Dijabarkan Dipedomani

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun
2018-2023 adalah:

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
124) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);

Renstra Dinas Dukcapil Kab. Kudus Tahun 2018-2023 4




7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 107);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11);
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 193);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor
218);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor
30).

1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunanan Rancangan Akhir Renstra Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 adalah :

1.

Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil organisasi dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5
(lima) tahun dan kelanjutan Renstra OPD terdahulu.

Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi
dengan instansi terkait, monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara
internal maupun eksternal.

Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Kudus sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan
kinerja Dinas dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Tujuan penyusunanan Rancangan Akhir Renstra Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 adalah :

1.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya
urusan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
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2. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
sebagai wujud pertanggungjawaban dalam rangka pencapaian visi, misi,
tujuan, dan kebijakan pembangunan daerah.

3. Memantapkan pelaksanaan pembangunan data kependudukan dan
pencatatan sipil yang akurat dan mutakhir.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Akhir Renstra
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023,
serta susunan garis besar isi dokumen yang disusun menurut sistematika

sebagai berikut :

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Daya Perangkat Daerah

2.2  Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Renstra Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian, Renstra Propinsi dengan
Kabupaten

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Daya Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah,
yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan
beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini
juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional,
proporsional, efektif, dan efisien.

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah. Melalui peraturan tersebut, maka Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi
pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala daerah,
sekretaris daerah, dinas daerah, badan/fungsi penunjang, dan staf pendukung.

Ketentuan tersebut di atas selanjutnya ditindaklanjuti di setiap daerah
kabupaten/kota, dimana untuk Kabupaten Kudus ditindaklanjuti melalui
penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Urusan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan pemerintahan wajib
yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh daerah, dan tidak berkaitan dengan pelayanan publik
untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara). Guna melaksanakan urusan
pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
Pemerintah Kabupaten Kudus telah membentuk Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus sebagaimana tertuang di dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus merupakan dinas tipe B,
dimana termasuk kategori memiliki beban kerja sedang.

Adapun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
dinas daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus. Di dalam Bab VIII Pasal 151 s.d pasal
178 mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus.

1. Kedudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus.
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di  bidang
kependudukan dan pencatatan sipil yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretraris Daerah (Pasal 151

ayat 1 dan ayat 2).
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2. Susunan Organisasi
Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kudus.diatur sebagaimana Pasal 152, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, yang terdiri dari:
1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, yang terdiri dari:
1. Seksi Identitas Penduduk;
2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
2.Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan
Pewarganegaran.
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data, terdiri dari:
1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
f. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Tugas Pokok
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas
sebagaimana diatur dalam pasal 153 ayat (1) yaitu membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan
sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada daerah.

4. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153
ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus
menyelenggarakan fungsi (pasal 154) :

a. perumusan kebijakan daerah di bidang pelayanan pendaftaran
penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;

b. penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran
penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;

c. pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang
pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil,
pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan
data;

d. penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pelayanan
pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan
informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;

e. pengendalian dan pelaporan dibidang pelayanan pendaftaran
penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
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f. penyelenggaraan administrasi dinas pelayanan pendaftaran penduduk,
pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan dan pemanfaatan data;

g. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas;

h. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

i. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus merupakan
dinas daerah tipe B, dimana tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijalankan
mendasarkan pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Kudus.

Adapun susunan organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kudus secara lengkap sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar
1.1.

Gambar 1.1
Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus
BAGAN OEGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIFIL
KABUPATEN KUDUS
KEEPALA DINAS ‘
—
KELOMPOK JABATAN ’
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
I
[ -1 00
SUBBAGIAN SUBBAGLIAN
ey AR
1
BIDANG
BIDANG BIDANG FENGELOLAAN INFORMASI
FELAYANAN FENDAFTARAN PELAYANAN PENCATATAN ADMINISTRASI
PENDUDUE SIPIL KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA
| I
SEKSI SEKSI
SEKSI | KELAHTRAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI
IDENTITAS PENDUDUK KEMATIAN — ADMINISTRASI
KEFENDUDUEKAN
SEKST
SEXSI i%%&‘EM= — SEKSI
PINDAH DATANG DAN | T - KERJASAMA DAN INOVASI
PENDATAAN FENDUDUK FERLEI.?-I:Q%E;ATUS PELAYANAN
FEWARGANEGARAAN
UNIT PELAKSANA TEEKNIS ]

5. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf b
Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 adalah unsur pembantu
pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sekretariat sebagaimana dimaksud
dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sekretariat mempunyai  tugas melakukan  pengkoordinasian
penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan
kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan
program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian,
hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas.
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian  penyusunan kebijakan daerah dan perumusan
kebijakan teknis di lingkup Dinas;

b. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan,
evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan,
keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas;

c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas;

d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian
dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kerumahtanggaan di
lingkup Dinas;

e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan
informasi dan dokumentasi di lingkup Dinas;

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan
pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas sesuai dengan
kewenangannya;

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan

h. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat terdiri dari Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian-subbagian, masing-masing
dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris.
Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan
koordinasi dan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program
kerja, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di
lingkup Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
koordinasi dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
pemantauan, evaluasi dan  pelaporan meliputi ketatausahaan,
kerumahtanggaan, aset, kearsipan, keorganisasian, hukum, kehumasan,
kepegawaian di lingkup Dinas.

6. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk merupakan unsur pelaksana
pelayanan pendaftaran penduduk, berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas
penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis,
pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi,
pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi penyediaan kebijakan daerah,
sarana dan prasarana, petugas penyelenggaraan dan pelayanan serta
pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi:
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a. penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang
identitas penduduk, pindah datang dan pendataan penduduk;

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang identitas
penduduk, pindah datang dan pendataan penduduk;

c. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk;

d. penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan pendafataran
penduduk;

e. penyediaan petugas penyelenggara dan pelayanan pendaftaran
penduduk;

f. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan

h. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :Seksi Identitas
Penduduk; dan Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk. Seksi-seksi
masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk.

Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis,
pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyediaan sarana dan
prasarana, penyediaan petugas penyelenggaraan dan pelayanan serta
pelaksanaan pelayanan identitas penduduk.

Seksi Pindah Datang dan Pendataan mempunyai tugas melakukan
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan
kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan,
fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyediaan sarana
dan prasarana, penyediaan petugas penyelenggaraan dan pelayanan serta
pelaksanaan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk.

7. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana
pelayanan pencatatan sipil, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas penyusunan
kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan
pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi,
pelaporan meliputi penyediaan kebijakan daerah, sarana dan prasarana,
petugas penyelenggaraan dan pelayanan serta pelaksanaan pelayanan
pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang
kelahiran dan kematian penduduk, perkawinan, perceraian, perubahan
status anak dan pewarganegaraan,;
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b. pengkoordinasian dan pelaksanaaan kebijakan di bidang kelahiran dan
kematian penduduk, perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan
pewarganegaraan,;

c. pelaksanaaan pembinaan dan fasilitasi di bidang pelayanan pencatatan

sipil;

. penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan pencatatan sipil;

. penyediaan petugas penyelenggara dan pelayanan pencatatan sipil;

pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

m 0o Qo

. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

h. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari Seksi Kelahiran dan
Kematian; dan Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan
Pewarganegaraan. Seksi-seksi, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pelayanan Pencatatan Sipil.

Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis,
pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyediaan kebijakan
daerah, sarana dan prasarana, petugas, penyelenggaraan dan pelayanan
serta pelaksanaan pelayanan akta kelahiran dan akta kematian.

Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan
Pewarganegaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis,
pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyediaan kebijakan
daerah, sarana dan prasarana, petugas penyelenggaraan dan pelayanan
serta pelaksanaan pelayanan akta perkawinan, akta perceraian, perubahan
status anak dan pewarganegaraan.

8. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data merupakan unsur pelaksana pengelolaan informasi
administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data, mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah,
perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan,
pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pengelolaan sistem informasi
administrasi  kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan serta penyusunan profil kependudukan.
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Dalam  melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan
fungsi :

a. penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan
Data;

b. pengkoordinasian dan pelaksanaaan kebijakan di bidang pengelolaan
informasi administrasi kependudukan, kerja sama dan inovasi
pelayanan;

c. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang pengelolaan informasi
administrasi kependudukan, kerja sama dan inovasi pelayanan;

d. pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK),
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta profil
kependudukan;
pengelolaan dan pelayanan data kependudukan;

f. pengelolaan data center Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK) dan Automated Fingerprint Identification System (AFIS)
Kabupaten;

g. penyediaan sarana dan prasarana Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) dan Automated Fingerprint Identification System
(AFIS), pemanfaatan dan penyajian database kependudukan;

h. penatakelolaan sumber daya manusia teknologi informasi dan
komunikasi pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK) dan Automated Fingerprint Identification System (AFIS) serta
keamanan informasi;

i. pelayanan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data
kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik kepada
perangkat daerah dan instansi pengguna;

j- pengelolaan web servise dan data ware house;

k. penyusunan profile kependudukan;

l. pelaksanaan kerja sama dan inovasi pelayanan;

m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan

n. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data, terdiri dari Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan; dan Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan. Seksi-seksi,
masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah,
penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan
kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
meliputi pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK),
data center, tata kelola sumber daya manusia teknologi informasi dan
komunikasi, penyediaan sarana dan prasarana Sistem Informasi
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2.2

Administrasi Kependudukan  (SIAK) dan  Automated Fingerprint
Identification System (AFIS), dan penyusunan profil kependudukan.

Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan
teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan web servis, data
ware house, pelayananan dan penyajian data kependudukan dan
pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), kerja sama dan inovasi

pelayanan.

Sumber Daya Perangkat Daerah
Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai

program kegiatan yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kudus ditentukan oleh kemampuan sumber daya yang ada, baik

sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang tersedia.

1.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kudus pada tahun 2018 terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Honorer Daerah dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Keadaan Jumlah Pegawai Menurut Bidang dan Sekretariat
NO BIDANG JUMLAH PEGAWAI
1. Sekretariat dan Kepala Dinas 11
2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 12
3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 4
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 7
Kependudukan dan Pemanfaatan Data
JUMLAH 34
Tabel 2.2

Keadaan Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Staf

NO JABATAN STRUKTURAL JUMLAH PEGAWAI
1. Eselon II/b -
2. Eselon III/a 1
3. Eselon Il /b 3
4. Eselon IV/a 6
S. Staf Fungsional Umum 22
6. PHD 2
JUMLAH 34

Tabel 2.3
Keadaan Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

NO PANGKAT DAN GOL JUMLAH PEGAWAI

1. Gol. IV 6

2. Gol. III 19

3. Gol. II 7

4, Gol. I -

6. PHD 2
JUMLAH 35
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Tabel 2.4

Keadaan Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH PEGAWAI

1. S2 2

2. S1 18

3. | pi o

4. SMA 11

S. SMP 1
JUMLAH 34

2. Sarana dan Prasarana
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas

Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Kabupaten Kudus didukung dengan

sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sarana Ruangan
NO RINCIAN JUMLAH
1. Ruang Kepala Dinas 1 unit
2. Ruang Sekretaris 1 unit
3. Ruang Kepala Bidang 3 unit
4. Ruang Kasi Pelayanan 2 unit
S. Ruang Rapat Serbaguna 1 unit
0. Ruang Produksi 1 unit
7. Ruang Pelayanan 1 unit
8. Ruang Server Data 1 unit
9. Ruang Arsip 1 unit
10. | Ruang Gudang 3 unit
11. | Ruang Mushola 1 unit
JUMLAH 16 unit
Tabel 2.6
Sarana Mobilitas
NO RINCIAN JUMLAH
1. Mobil Kepala Dinas 1 unit
2. Mobil Operasional 3 unit
3. Mobil Layanan Keliling 1 unit
JUMLAH S unit
Tabel 2.7
Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan
No. Nama Barang Jumlah | Kondisi
1 | AC Split 18 | Baik
2 | AC Unit 9 | Baik
3 | Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 6 | Baik
4 | Alat Pemadam Portable 10 | Baik
5 | Alat Pemdam Kebakaran Lain-lain 3 | Baik
6 | Alat Pendingin Lain-lain 3 | Baik
7 | Alat Penghancur Kertas 1 | Baik
8 | Alat Rumah Tangga Lain-lain 211 | Baik
9 | Bangku Tunggu S | Baik
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No. Nama Barang Jumlah | Kondisi
10 | Brand Kas 2 | Baik
11 | Camera + Attachment 415 | Baik
12 | Camera Adaptor S | Baik
13 | Dispenser 1 | Baik
14 | DVD-Rom Drive 12 | Baik
15 | Facsimile 1 | Baik
16 | Filling Besi/Metal 194 | Baik
17 | Handycam 1 | Baik
18 | Hard Disk 15 | Baik
19 | Harddisk Eksternal 4 | Baik
20 | Harddisk Internal 2 | Baik
21 | Jam Mekanis 3 | Baik
22 | Keyboard 29 | Baik
23 | Keyboard 3 | Baik
24 | Kursi Besi/Metal 80 | Baik
25 | Kursi Kayu/Rotan /Bambu 2 | Baik
26 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 | Baik
27 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III 4 | Baik
28 | Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 15 | Baik
29 | Kursi Putar 128 | Baik
30 | Kursi Rapat 62 | Baik
31 | Kursi Tamu 2 | Baik
32 | Lap Top 33 | Baik
33 | LCD Projector 1 | Baik
34 | Lemari Besi 14 | Baik
35 | Lemari Es 1 | Baik
36 | Lemari kayu 2 | Baik
37 | Lemari Kayu 14 | Baik
38 | Mebeleir Lainnya 3 | Baik
39 | Meja Kayu/Rotan 82 | Baik
40 | Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 | Baik
41 | Meja Kerja Pejabat Eselon III 4 | Baik
42 | Meja Komputer 112 | Baik
43 | Meja Panjang 1 | Baik
44 | Meja Rapat S | Baik
45 | Meja Reseption 2 | Baik
46 | Meja Tik 3 | Baik
47 | Meja Tulis 19 | Baik
48 | Mesin Ketik Manual Portable (11-13) 1 | Baik
49 | Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner 1 | Baik
S50 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) 1 | Baik
51 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) 2 | Baik
52 | Monitor 16 | Baik
53 | Note Book 13 | Baik
54 | Papan Tulis 2 | Baik
55 | PC Unit/ Komputer PC 166 | Baik
56 | Peralatan Jaringan Lain-lain 337 | Baik
57 | Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain S | Baik
58 | Peralatan Personal Komputer Lain-lain 39 | Baik
59 | Personal Komputer Lain-lain 18 | Baik
60 | Pesawat Telephone 3 | Baik
61 | Portable Generating Set 2 | Baik
62 | Printer 14 | Baik
63 | Printer 198 | Baik
64 | Proyektor + Attachment 1 | Baik
65 | Rak Besi/Metal 20 | Baik
66 | Rotary Filling 2 | Baik
67 | Router 6 | Baik
68 | Scanner 3 | Baik
69 | Sepeda Motor 23 | Baik
70 | Server 7 | Baik
71 | Station Wagon 2 | Baik
72 | Switch Hub 16 | Baik
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2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

Target Target Renstra Tahun ke- Realisasi Capaian Renstra Tahun ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke-
Indikator Kinerja Target | Target Indika
NO- | sesuai Tusi PD NSPK | KK | o
Lainn 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
ya
(1) 2 3 4 5 (6) (7 (8 9 (10) (11) (12) (13) (14) (15) 11y | 12 | (13 (14) (15)
1 | Rasio bayiberakte - . . 86% | 89% | 92% | 95% | 100% | 75% | 96,02% | 97,00% | 98,79% | 98,78% | 87% | 108% | 105% | 104% |98,78%
Rasio pasangan 93,75 106,44

2 - - - 14% 15% 16% 17% 18% 14% 15% 15% 16,86% | 19,16% | 100% | 100%

0,
berakte nikah 99,18%

% %

95,50
%

97,50
%

99,21

3 Kepemilikan e-KTP - - - 94,70% %

96,70% 100% | 98,00% | 95,12% | 96,65% | 97,42% (99,21% 103% | 100% | 100% | 100%

Kepemilikan Akta 4137
4 | Kelahiran per 1000 - - - 735 786 841 900 950 600 695 526 409 393 82% 88% 63% 45% %
penduduk

Ketersediaan
5 database - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
kependudukan skala

kabupaten

g | Penerapan KTP - - - 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nasional berbasis NIK

Persentase aduan
7 E:?gﬁ;jg‘ukan yang - - - 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

tertangani
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Berdasarkan tabel 2.8 capaian kinerja urusan kependudukan dan
catatan sipil, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan
target Renja OPD Tahun 2018, dari sejumlah 7 target indikator, sebanyak 4
indikator berstatus telah tercapai, dan 3 indikator berstatus tidak tercapai.
Terlihat pula bahwa dari sebanyak 7 target indikator Renstra OPD Tahun 2013-
2018, sebanyak 4 indikator berstatus telah tercapai, 2 indikator berstatus akan
tercapai, dan sejumlah 1 indikator berstatus perlu upaya keras untuk

mencapainya.

1. Rasio bayi berakte kelahiran

Capaian indikator kinerja sasaran rasio bayi berakte lahir pada tahun
2018 belum mencapai target, baik target Renja OPD Tahun 2018, maupun
Renstra OPD Tahun 2013-2018. Capaian indikator kinerja kepemilikan akte
kelahiran per 1000 penduduk pada tahun 2018 belum mencapai target, baik
target Renja OPD Tahun 2018, maupun Renstra OPD Tahun 2013-2018. Belum
berhasilnya capaian tersebut dapat dibantu dijelaskan melalui tabel berikut.

Tabel 2.9
Kinerja Pelayanan Pencatatan Sipil
(Rasio Bayi Berakte Kelahiran; Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun;

Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran; Rasio Pasangan Berakta Nikah)
Di Kabupaten Kudus Tahun 2016-2018

No Uraian 2016 2017 2018
1. Rasio Bayi (Usia 0-5 Tahun) Berakta 97,37% 98,79% 98,78%
Kelahiran
Jumlah Bayi (Usia 0-5 Tahun) Berakta 74.417 70.431 76.132
Kelahiran
Jumlah Bayi (Usia 0-5 Tahun) 76.417 71.293 77.075
2. Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 85,83% 85,49% 88,18%
0-18 tahun
Jumlah penduduk usia 0-18 tahun memiliki 192.296 207.367 221.962
akta kelahiran
Jumlah penduduk usia 0-18 tahun 224.033 242.557 251.704
3. Cakupan kepemilikan akta kelahiran 63,40% 49,04% 46,25%
Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran 526.323 409.636 393.300
Jumlah penduduk 830.221 835.318 850.312
4. Rasio pasangan berakta nikah 15,10% 16,86% 19,16%
Jumlah penduduk memiliki akta nikah 63.011 70.998 81.612
Jumlah penduduk berstatus kawin 417.126 421.126 425.197

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus

Tahun 2018 (DKB Sem Il 2018)

Realisasi indikator kinerja rasio bayi berakte lahir pada tahun 2018 belum
mencapai target tahunan sebagaimana target Renja OPD Tahun 2018.

Jumlah penerbitan akta kelahiran usia 0-5 tahun per tahun pada tahun
2016 s.d 2018 mengalami fluktuatif turun naik, adapun pada tahun 2018
daripada tahun-tahun
sebelumnya yaitu 76.132 bayi meningkat dibandingkan tahun 2017 dan 2016.

mencapai capaian cakupan kepemilikan tertinggi
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Realisasi kinerja indikator rasio bayi berakte lahir pada tahun 2018
sebesar 98,78% jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebagaimana
Renstra OPD Tahun 2013-2018 sebesar 100%, maka berstatus akan tercapai.

Belum tercapainya target 100% rasio bayi berakte kelahiran pada tahun
2018 disebabkan bahwa semakin bertambahnya jumlah bayi usia 0-5 tahun
sejumlah 5.782 jiwa pada tahun 2018, belum dapat diimbangi dengan
peneribitan akte kelahiran bayi usia 0-5 tahun sejumlah 5.701 dokumen pada
tahun 2018 dimana selisihnya 943 jiwa bayi belum memiliki akte kelahiran.
Penyebab belum tercapainya adalah masih terdapat warga masyarakat yang
belum melaporkan kelahiran anaknya. Dengan melihat bahwa jumlah rata-rata
penerbitan akta kelahiran per hari kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kudus adalah 86 dokumen, maka jumlah 943 jiwa tersebut
dapat diselesaikan dalam waktu pelayanan kurang lebih 11 hari kerja.

Peningkatan kinerja pada tahun 2018 didukung dengan adanya berbagai
inovasi pengurusan Akte Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kudus seperti Program Si Bolang Mahir (Si Buah Hati Lahir Pulang
Membawa Akte) yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Daerah/Swasta, Program
Rumah Paman Capil (Rumah Pelayanan Administrasi Kependudukan) di desa
yang bekerjasama dengan PKK, Bidan dan Karang Taruna Desa), Paket 2 in 1
(Akte Kelahiran dan KK), Prorgam Jempol Dukcapil (Pelayanan Jemput Bola
Dukcapil), pelayanan online (baik melalui aplikasi HP android dan WhatsApp
Groups Kades) dan yang terkini adalah Program One Day Service (1x24 jam
dokumen jadi) dengan didukung oleh Program Delivery Order dimana produk
dokumen kependudukan yang sudah jadi akan langsung diantar ke rumah
pemohon oleh petugas dinas. Diharapkan melalui Program One Day Service (1x24
jam dokumen jadi) tersebut dapat semakin mendongkrak peningkatan kinerja
dinas secara keseluruhan.

2. Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk

Capaian indikator kinerja kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
pada tahun 2018 sebesar 393 lembar belum mencapai target, baik target Renja
OPD Tahun 2018, maupun Renstra OPD Tahun 2018-2023 yaitu 950 lembar.

Bahkan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka
capaian tahun 2018 cenderung turun. Pada tahun 2013 ditetapkan target 950
lembar karena diproyeksikan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan yaitu pada
tahun 2018 penduduk Kabupaten Kudus berjumlah sekitar 950.000 jiwa.
Jumlah penduduk riil per tahun 2018 adalah 850.312 jiwa, dan jika dihitung
dari jumlah kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk, maka target 2018
adalah idealnya 850 lembar. Berdasarkan hal tersebut maka untuk target 950
lembar perlu untuk dikoreksi ulang. Apabila dibandingkan antara target ideal
kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk adalah 850 lembar, dengan
capaian tahun 2018 sebesar 393 lembar, maka tingkat pencapaiannya adalah
46% .

Pada tahun 2014, sesuai dengan Program Nawa Cita Presiden Joko
Widodo-Yusuf Kalla tahun 2014-2019, dimana program ke 1 adalah
menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, maka untuk memberikan
jaminan kepastian hukum atas identitas dan asal-usul seseorang maka
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Pemerintah Pusat melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kemendagri mentargetkan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun pada
tahun 2019 adalah 90%, sedangkan pada tahun 2018 adalah 85%. Usia 0-18
tahun menjadi target nasional disebabkan karena usia tersebut adalah generasi
emas untuk melanjutkan pembangunan nasional kedepan. Maka Pemerintah
Kabupaten Kudus mensinkronkan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional
bahwa prioritas penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Kudus adalah untuk
usia 0-18 tahun. Di Kabupaten Kudus, target nasional cakupan akte kelahiran
usia 0-18 tahun sebesar 85% pada tahun 2018 telah dicapai oleh Pemerintah
Kabupaten Kudus pada tahun 2017 yaitu 85,49% dan bahkan pada tahun 2018
meningkat menjadi 88,18% melebihi dari target nasional, sehingga mendekati
target nasional 90% pada tahun 2019. Akan tetapi, cakupan akte kelahiran usia
0-18 tahun ini tidak masuk sebagai indikator kinerja sasaran jangka menengah
Kabupaten Kudus sebagaimana yang ditetapkan pada RPJMD Kab. Kudus Tahun

2018-2023.
Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2018

No. Kelompok Umur Jumlah Ket.
1. usia 0-5 77.075 | Usia Balita
2. usia 6-18 174.629 | Usia sekolah SD — SMA
3. usia 19-23 65.303 | Usia sekolah PT
4. | usia 24-60 453.810 | Usia Kerja/Produktif
S. > 061 79.495 | Usia Lansia
Jumlah 850.312

Indikator kinerja kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk pada
tahun 2018 sebesar 393 lembar atau 46,25% yang memiliki akta kelahiran dari
total penduduk Kabupaten Kudus tahun 2018. Jika diketahui bahwa capaian
kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 adalah 88,18% maka yang dominan belum
memiliki akta kelahiran adalah wusia sekolah perguruan tinggi, usia
kerja/produktif ataupun lansia. Rendahnya kepemilikan akta kelahiran per 1000
penduduk bisa disebabkan karena masih banyak penduduk usia sekolah
perguruan tinggi, usia kerja/produktif ataupun lansia yang belum melaporkan
kelahirannya di dinas, selain itu dimungkinkan pula bagi penduduk yang telah
mempunyai akta kelahiran yang terbit pada tahun terdahulu sebelum
menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional, maka akta
kelahirannya belum terdata di database kependudukan nasional.

Untuk meningkatkan kepemilikan akte kelahiran penduduk, maka selain
melakukan berbagai inovasi pelayanan sebagaimana di atas, maka perlu
dilakukan digitalisasi dokumen kependudukan untuk akta kelahiran. Akta
kelahiran penduduk yang telah terbit pada tahun terdahulu yang belum
menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional, akan direkam
ulang ke database kependudukan untuk dilakukan pencatatan. Setelah itu nanti
akan dilakukan konversi data kependudukan terkini dengan akta kelahiran yang
telah terbit terdahulu. Proses ini bermanfaat untuk membackup akta kelahiran
yang telah terbit menjadi arsip digital kependudukan.
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3. Rasio pasangan berakte nikah

Capaian realisasi kinerja rasio pasangan berakta nikah pada tahun 2018
sebesar 19,16% telah melebihi dari target Renja OPD Tahun 2018 sebesar 18%.
Realisasi kinerja rasio penduduk berakta nikah pada tahun 2016 sd 2018
cenderung semakin meningkat, dimana capaian tahun 2018 merupakan yang
tertinggi. Realisasi kinerja rasio penduduk berakta nikah pada tahun 2018
sebesar 19,16% jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada tahun
akhir 2018 sebesar 18% sebagaimana tertuang dalam Renstra OPD Tahun 2018-
2023, menunjukkan telah melampaui target yang ditetapkan.

Kinerja rasio penduduk berakta nikah pada tahun 2018 yang melebihi
target ditunjang melalui peningkatan fasilitasi pencatatan perkawinan di dinas,
maupun sosialisasi pencatatan perkawinan melalui media massa, dan elektronik.
Jika dilihat capaian rasio penduduk berakta nikah pada tahun 2018 sebesar
19,16% berarti masih terdapat 80,84% penduduk berstatus kawin yang belum
memiliki akta nikah (buku nikah). Hal ini bisa terjadi, karena ada diantara
penduduk terutama penduduk muslim yang melakukan perkawinan secara
agama saja, sehingga perkawinan ini tidak diakui secara hukum negara atau
penduduk berstatus kawin yang tidak memiliki akta kawin ini diduga belum
mencatatkan akta kawin (buku nikah) ke Dinas Kependudukan dan Pencacatan
Sipil, karena perkawinan mereka dicatat oleh KUA setempat atau penduduk yang
berstatus kawin dan tidak memiliki akta kawin ini diduga saat pengisian formulir
biodata penduduk tidak lengkap.

4. Kepemilikan e-KTP
Tabel 2.11
Kinerja Pelayanan Pendaftaran Penduduk
(Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk dan Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK)
di Kabupaten Kudus Tahun 2016-2018

No Uraian 2016 2017 2018

1. Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan 92,40 % 97,42 % 99,21%
Penduduk
Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP 592.362 602.773 620.657
Jumlah penduduk usia > 17 atau telah 641.073 618.723 625.569
menikah

2. | Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Sudah Sudah Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018 (DKB Sem |l 2018)

Realisasi capaian kinerja indikator kepemilikan e-KTP pada tahun 2018
sebesar 99,21% jika dibandingkan dengan target Renja OPD Tahun 2018 sebesar
100%, hal ini berarti belum mencapai target tahun berjalan.

Realisasi indikator kinerja kepemilikan e-KTP tahun 2016 s.d 2018
semakin meningkat setiap tahunnya, dimana capaian tahun 2018 sebesar
99,12% merupakan capaian tertinggi jika dibandingkan capaian kinerja tahun
sebelumnya.

Realisasi kinerja indikator kepemilikan e-KTP pada tahun 2018 sebesar
99,12% jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebagaimana Renstra
OPD Tahun 2018-2023 sebesar 100%, maka berstatus akan tercapai. Target
nasional kepemilikan e-KTP pada tahun 2018 adalah 100%, hal ini berarti
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berstatus akan tercapai. Jumlah dan persentase penduduk yang belum memiliki
e-KTP di Kabupaten Kudus pada tahun 2018 sebesar 4.912 jiwa atau 0,82%
disebabkan karena belum melakukan perekaman e-KTP atau karena masih
dalam proses penunggalan data. Solusi yang perlu dilakukan untuk memenuhi
target tersebut kedepan adalah perlu meningkatkan pelayanan jemput bola
perekaman dan pencetakan e-KTP baik di desa, kecamatan, pusat fasilitas
umum, Rumah Sakit maupun bekerjasama dengan Rumah Tahanan,
pabrik/perusahaan. Serta melakukan program perekaman untuk anak siswa
sekolah yang akan/telah memasuki usia 17 tahun, sehingga ketika siswa
tersebut telah berusia 17 tahun, maka telah memiliki e-KTP.

5. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional, maka setiap penduduk diwajibkan untuk
memiliki identitas resmi tunggal yang berlaku secara nasional yaitu berbasis NIK.

Di Kabupaten Kudus penerapan KTP Elektronik sudah dilakukan
semenjak tahun 2012 yang dimulai dari perekaman massal dimana pencetakan
KTP Elektronik dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menerima blanko dari Pemerintah Pusat untuk
mencetak KTP-El pada akhir tahun 2014. Setelah masing-masing daerah
Kabupaten/Kota mempunyai perangkat SIAK yang lengkap, termasuk printer
KTP-El, maka pada tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.
Kudus mulai mencetak sendiri KTP-El sampai dengan sekarang, baik di tingkat
dinas dan kecamatan.

Capaian realisasi indikator penerapan KTP Nasional berbasis NIK sebesar
100% mulai dari 2014 s.d 2018, sehingga target yang ditetapkan pada Renja OPD
Tahun 2018 maupun target jangka menengah dalam Renstra OPD Tahun 2018-
2023 telah tercapai.

Meningkatnya capaian kepemilikan e-KTP maupun penerapan KTP
nasional berbasis NIK di Kabupaten Kudus dilakukan melalui beberapa strategi
yaitu :

a) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Kecamatan, Desa, media
massa maupun media cetak terkait percepatan penerbitan KTP El. Dalam
surat edaran tersebut Menteri Dalam Negeri melakukan penyederhanaan
prosedur dalam pelayanan perekaman, penerbitan dan penggantian KTP El
yang rusak dan tidak merubah elemen data kependudukan, penduduk
datang cukup menunjukkan fotocopy Kartu Keluarga untuk dapat dilayani.

b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus berkerja sama
dengan pihak seluruh Pemerintah Kelurahan/Desa, Kecamatan untuk
menggerakkan seluruh masyarakat Kab. Kudus untuk melakukan
perekaman.

c) Melakukan pelayanan jemput bola pelayanan keliling ke desa, rumah
warga, pasar, Rumah Tahanan, Rumah Sakit. Pelayanan keliling jemput
bola meliputi pelayanan perekaman KTP El (baik untuk masyarakat biasa
maupun masyarakat yang berkebutuhan khusus seperti sakit, jompo,
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disabilitas), pembuatan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Pernikahan,
Akta Perceraian, dan konsultasi masalah administrasi kependudukan.

d) Pelayanan jemput bola perekaman KTP El di sekolah-sekolah SMA/SMK.

e) Penarikan KTP El bagi penduduk yang pindah, dilakukan di daerah tujuan
setelah diterbitkan KTP El yang baru.

f) Membuka layanan informasi/pengaduan yang membidangi masalah
administrasi kependudukan baik melalui Media Sosial (WhatsApp,
Instagram, Facebook), email, SMS, dan Telepon.

6. Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten
Tabel 2.12
Kinerja Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
(Capaian Pengelolaan Database Kependudukan)
Di Kabupaten Kudus

No Uraian 2016 | 2017 | 2018
1. Capaian pengelolaan database kependudukan 100% | 100% | 100%

Database Kependudukan Kabupaten Kudus dilakukan pembaharuan
melalui perekaman data hasil layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil yang dilakukan oleh opertaor/petugas dari Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, baik dilakukan di seluruh Kantor Kecamatan
maupun Dinas. Perekaman data di Kantor Kecamatan dilakukan melalui jaringan
komunikasi data yang terhubung dan tersambung dengan server data base
kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus.
Database kependudukan skala kabupaten yang dimilki oleh Kabupaten Kudus
merupakan bagian dari subsistem database kependudukan nasional.

Updating data kependudukan dengan Pemerintah Pusat pada tahun 2018
sebanyak 2 kali, yaitu semester I dan II, sehingga pada tahun 2018 menghasilkan
Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I dan II Tahun 2018. Melalui output data
tersebut, dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembangunan,
perencanaan, penganggaran dll sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Capaian realisasi indikator ketersediaan database kependudukan skala
kabupaten sebesar 100% mulai dari 2014 s.d 2018, sehingga target yang
ditetapkan pada tahun 2018 maupun target jangka menengah dalam Renstra
OPD Tahun 2013-2018 telah tercapai.

Upaya yang dilakukan untuk dapat menghasilkan database
kependudukan skala kabupaten adalah melalui updating perekaman data
pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil maupun
pengelolaan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dilakukan
secara harian untuk pelayanan harian dan berkala semesteran untuk konsolidasi
data bersih di tingkat nasional.
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7. Persentase aduan pelayanan kependudukan yang tertangani
Tabel 2.13
Kinerja Pelayanan Penanganan Pengaduan Administrasi Kependudukan
Di Kabupaten Kudus

Media Tahun 2017 Tahun 2018
Pengaduan [ pertanya | Laporan Laporan Pertanyaan/ | Laporan Laporan
an/ Aduan Aduan Pesan/ Aduan Aduan
Pesan/ Tertangani/ Mention Tertangani/
Mention Diklarifikasi Diklarifikasi
Fanspage
Dukcpa pgﬂ 125 8 8 386 11 11
Twitter 85 2 2 161 4 4
Instagram 12 1 1 110 4 4
Facebook 168 11 1 274 20 20
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018

Setiap adanya aduan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil, direspon dan diselesaikan semua oleh petugas admin pengaduan dalam waktu
maksimal 3x24 jam. Persentase aduan pelayanan kependudukan yang tertangani pada
tahun 2018 adalah 100% atau 39 aduan, capaian ini telah sesuai dengan target Renja
OPD Tahun 2018 maupun target jangka menengah Renstra OPD Tahun 2018-2023.
Realisasi kinerja tahun 2018 tersebut jika dibandingkan dengan realisasi tahun
sebelumnya 2017 masih tetap sama yaitu 100%, akan tetapi jika dilihat dari jumlah
aduan pelayanan yang masuk terjadi peningakatan aduan dari 22 pada tahun 2017
menjadi 39 aduan pada tahun 2018.

Untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik yang terus menerus dan
perbaikan berkelanjutan diperlukan manajemen pengelolaan pengaduan, dimana terdiri
dari aspek kepentingan penyelenggara dan aspek penerima layanan. Regulasi yang
memayungi pengelolaan pengaduan masyarakat adalah Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
Penerimaan pengaduan masyarakat terkait administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil dilakukan baik secara langsung melalui lisan; secara tidak langsung melalui kotak
pengaduan, teknologi informasi (telepon, faksimile, website, email, SMS, media
sosial / Facebook/Instagram/Twitter/WhatssApp ).
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Tabel 2.14
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus
Tahun 2014 s.d 2018

™ ProgramKegiatan Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran pada tahun ke- iTEIEET FT”:::‘:":’“ AnQUaran | o4, ata pertumbuhan
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Anggaran | Realisasi
)] (2} 3 4) (5] (6) 0] &) () 10 1 02) | (13) | (14) | 15) | (16) 7 18)

1_Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 422 416.000 467.823.000 E88.397.000 550.208.000 534.863.000 335.091.484 369.498.068 588.099.643 440.348.425 439.422.105 T9% T9%| B5% 80%| B2% 81,19% 0,83%|
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.500.000 4.000.000 1.988.000 1.962.000 1.998.000 2.500.000 3.093.000 | 100%| 100%| 100%| 100%| 77%| 25.41% -4.72%

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000 152.000.000 152.000.000 22.700.000 32.400.000 7798612 121.207.186 120.535.508 20.001.720 22.136.556 5% | 63%| G©3%| 82%| 58% 67.24% 1.52%

c. Penyedizan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor 35.000.000 25.000.000 75.150.000 50.000.000 55.000.000 34.874.000 25.000.000 74.525.000 49.829.250 44715000 | 100%| 100%| o0%| 100%| B81% 26.04% -3.82%

d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operag) 23.000.000 15.500.000 14.400.000 15.400.000 16.200.000 22.340.652 10.470.788 7.428.000 8.102.050 8.894.000 O7%| 68%| 52%| 53%| 53% 84.20%| -18.17%

c. Penyedizan Jasa Adminisirasi Keuangan 87.451.000 71.046.000 71.022.000 81.508.000 96.158.000 £3.480.200 68.784.480 63.880.820 77.660.804 85.137.212 05%| ©7%| OD%| 85%| B0% 891.13% -2.83%

d. Penyedizan Alat Tulis Kanior 40.000.000 26.228.000 35.782.000 75.000.000 52.086.000 40.000.000 26.228.000 34.144.000 52.681.500 34.210.000 | 100%| 100%| 95%| T70%| 66% BB.27T%| -11.40%

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000 10.000.000 28.113.000 34990000 35.860.000 10.000.000 8.975.000 26.111.000 34.1680.000 27.560.000 | 100%| 100%| 100%| 98%| 77% B4.85% -5.08%

f. Penyedizan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.000.000 7.000.000 7.000.000 8.000.000 10.000.000 7.000.000 6.090.200 7.000.000 7.202.000 6.241.000 | 100%| 100%| 100%| ©1%)| G8%) 21.91% -T.84%

g. Penyedizan Peralatan Rumah Tangga 4.000.000 4.000.000 4.000.000 9.000.000 22.513.000 4.000.000 4.000.000 3.090.165 8.000.000 21.998.000 | 100%| 100%| 100%| 100%| 88% 29.54% -0.45%

h. Penyedizan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 2.000.000 2.000.000 4.500.000 7.800.000 2.607.000 2.658.000 3.000.000 3.130.000 5.220.000 87%| B80%| 100%| T7TO%| B81% 85.11% -3.74%

i. Penyedizan Makanan dan Minunman 48.440.000 41.936.000 37.600.000 44 .850.000 51.806.000 48.211.500 26.234.000 32.228.000 37.637.000 34.542.000 [ 100%| 63%| S6%| &4%| @&7T% 79.80% -5.58%

j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 150.525.000 70.110.000 217.240.000 181.660.000 144.240.000 72.781.520 £5.852.606 210.171.060 138.145.011 144.016.337 | 48%| 04%| o7 T2%| 100%) B82.18% 0.86%

2 Program Peningkatan $arana dan Prasarana Aparatur 1.264.275.000 E00.960.000 515.795.000 | 1.020.786.000 322.010.000 | 1.032.768.500 548.105.794 398.862.718 803.072.962 253 642 500 B2%  91%| T7% 7O  T9%| B1,53% -2,25%)|
a Pengadaan Kendaraan Dinas/Cperasional 654 075.000 - - - - 481.323.000 - - - - T4% - - - -] T3,50% 73,500

b Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor 192.865.000 211.310.000 180.925.000 168.700.000 9.000.000 188.450.000 171.400.000 160.660.000 £0.262.700 5.170.000 87%| B1%| 25%| 53%| ET% T1ATH| -12.08%

c. Pengadaan Peralatan Gedung Hantor £4.000.000 - - 188.243.000 57.000.000 £08.500.000 - - 173.213.500 45.550.000 05% - - 87%| E20% 87.50% -4.05%

d Pengadaan Meubsler 42.975.000 4&.000.000 - 403.843.000 - 41.858.500 38.0680.000 - 355.4868.973 - O7%| 83% - 88% - £9.28% -2.58%

e Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantar 55.000.000 20.000.000 12.000.000 - - £4.650.000 18.647.500 11.850.000 - - 00%|  03%| S0%) - - 87.20% -0.15%

f Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan Dinas/Operasional 225.260.000 124.000.000 313.870.000 250.000.000 256.010.000 195.988.000 123.009.204 220.322.718 185.075.768 202 822.500 a7%| 100%| 72%| T4%| TE% 52.56% -5.12%

g Rehabilitasi Sedang ! Berat Gedung Kantor - 199.650.000 - - - - 196.082.000 - - - - 98% -| - - 88.22% 88.22%

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000 60.000.000 30.000.000 75.000.000 30.000.000 53.946.618 21.000.000 - 16.000.000 11.800.000 0%  35% - 21%  39% ITA2%  -30,94%|
3. Pendidikan dan Pelatihan Formal 60.000.000 60.000.000 30.000.000 75.000.000 30.000.000 53.048.618 21.000.000 - 16.000.000 11.800.000 0%  35% - 2% 20%| ITA2%|  -30.84%

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj - 10.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 - 9.775.875 4. 677.000 B8.234.400 6.609.000 - 9B%| 54% 82% 66% 84,93%  -12,50%
3. Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKR - 10.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 - 0.775.875 4.877.000 5.234.400 6.600.000 - 08%| od4%| 82%| 65%| 54.03%| -12.50%

5§ Program Penataan Administrasi Kependudukan 4.973.368.000 | 2535.820.000 - | 4.243.511.000 | 5.109.112.000 | 3.718.222 560 1.508.130.633 - | 3675661.240 | 4.604.483 661 To%  59% - 86%( 90% T7,71% T.43%|
a. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Tepadu 2.638.523.000 583.300.000 - 588.825.000 730.232.000 | 1.788.200.000 388.878.450 - 830.038.677 653.158.000 B1%| 67% - B0%| B0% 76.85% 10.41%

b Pengolahan Dalam Penyusunan laporan Informasi Kependudukan 83.475.000 14.138.000 - - - 62.548.000 11.351.600 - - - 67%| 80% -] - - 73.81% 18.18%

¢ _Peningkatan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1.688.145.000 1.542.000.000 - - | 2.689.952.000 | 1.616.209.060 TE87.638.813 - - | 2502830109 05%| 50% - - - T207T%| -63.52%

d Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil - 58.000.000 - 30.000.000 - - 54.040.520 - 27.885.000 - - 93% - 3% - 83.06% -0.12%

& Sosialisasi Kebijakan Hependudukan 210.850.000 158.654.000 - £868.376.000 241.825.000 201.778.000 145.960.500 - 817.305.200 231.896.000 0% 91% - B4%| BE% B4.20% 0,33%

f Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 42 375.000 40.000.000 - - - 30.306.500 36.123.900 - - - 93%| 90% | - - 81.04% -2.00%

g Fasilitasi Pelayanan Pencatatan Sipil - 132.640.000 - - 156.316.000 - 104.138.650 - - 143 232.928 -l T9% - - - 78.51% 78,51%

h Pendataan dan Penataan Dokumen Kependudukan - - - | 1.403.267.000 - - - - | 1.256.346.840 - - - -] 0% | B0,53% B0,53%

i Pemeliharaan RutinBerkala Dokumen Kependudukan - - - 30.000.000 - - - - 23.280.000 - - - -l T8% -] T7.80% 77,800

j Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kependudukan - - - 35.000.000 - - - - - - - - - 0% -] D,00% 0,003
k_Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Mon Fisik) - - - | 1.184.243.000 | 1.200.777.000 - - - 920.712.917 | 1.073.270.6824 - - - Ta%| 3% B0.44% 8.72%

& Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 245.033.000 203.936.000 512.000.000 - -| 204.866.000 183.117.800 805.064.800 - - B4%  90% B8% - - 87, 22% 2,68%|
3. Pendataan dan Penataan Dokumen'Arsip Daerah 245.033.000 203.936.000 812.000.000 - -| 204.808.000 183.117.500 505.064.800 - - 843 | 00%| SB5% - - B7.22% 2.68%
7_Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 28.829.000 30.000.000 30.000.000 - - 25.489.000 29.258.000 27.520.000 - - B8%  9B%| 92% - - 92,53% 1,83%
a. Pemeliharaan RutinBerkala Arsip Daerah 28.820.000 30.000.000 30.000.000 - - 26.482.000 20.266.000 27.520.000 - - 83%| 08%)| 92% - - 82.53% 1.83%
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Berdasarkan tabel 2.14 di atas, dapat dilihat bahwa secara umum rata-rata
pertumbuhan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kudus s.d tahun 2017 adalah naik teratur (baik).

Jumlah anggaran pada tahun 2014 lebih tinggi daripada jumlah anggaran
tahun 2015 dan 2016. Tingginya anggaran pada tahun pertama digunakan untuk
Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu, dimana
dominan digunakan untuk pengadaan sarpras SIAK untuk komputer KTP dan
kelengkapannya, printer KTP, ribbon film cetak KTP. Pengadaan tersebut
diadakan pertama kali untuk pemakaian operasional pelayanan sehari-hari,
sehingga tahun berikutnya pun anggaran menjadi semakin rendah.

Terjadi peningkatan anggaran pada tahun 2017 dan 2018 daripada tahun
sebelumnya, hal ini karena terdapat pengadaan sarpras SIAK seperti komputer
dan server untuk backup database kependudukan. Selain itu terdapat
penambahan anggaran dari APBN yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik
Administrasi Kependudukan yang diperoleh pertama kali mulai tahun 2017,
dimana dana tersebut merupakan penunjang APBD untuk melaksanakan
pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota. Sebagian besar dana
DAK Nonfisik (70%-85%) digunakan untuk pengadaan blangko dan formulir
administrasi kependudukan, ribbon film cetak KTP.

Rasio penyerapan realisasi dan anggaran yang paling baik berada pada
tahun 2018, yaitu 89%, sedangkan yang paling rendah terdapat pada tahun 2014
yaitu sebesar 77%. Adapun rata-rata penyerapan realisasi dan anggaran selama
jangka menengah lima tahun mulai 2014 s.d 2018 adalah 80%, masih masuk
kategori tinggi.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kudus untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi daerah
dan tugas pembantuan, termasuk di dalamnya adalah melaksanakan pelayanan
umum di bidang administrasi kependudukan.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum dapat dikelompokkan
menjadi 2 (dua) yaitu pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan
pencatatan sipil.

Pelayanan Pendaftaran Penduduk merupakan pelayanan pencatatan biodata
Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan
Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen
Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus
dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan
lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas
menjadi tinggal tetap.

Pelayanan Pencatatan Sipil merupakan pelayanan pencatatan Peristiwa
Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada
Instansi Pelaksana. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh
seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,
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pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan
perubahan status kewarganegaraan.

Hasil pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kudus yang utama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Rekapitulasi Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2016 s.d 2018

NO JENIS PELAYANAN JUMLAH
2016 | 2017 | 2018

1. | Cetak Kartu Keluarga (KK) 62.401 59.678 31.271
2. | Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) 58.822 46.381 68.431
3. | Surat Keterangan Pengganti KTP-El - 61.405 95.867
4. | Akta Kelahiran 17.348 50.013 | 21.268
5. | Akta Kematian 6.970 5.749 6.372
6. | Akta Perkawinan 92 164 159
7. | Akta Perceraian 11 24 15
8. | Akta Pengesahan Anak 2 4 -
9. | Akta Pengangkatan Anak - 38 -
10. | Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia 4.819 4.108 4.424

Antar Kabupaten/Kota, Antar Provinsi (SKPWNI)
11. | Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara 1.976 4.615 5.142

Indonesia Antar Kabupaten/Kota, Antar Provinsi

(SKDWNI)
Tantangan :

a. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima secara cepat,

murah, mudah dan nyaman
b. Belum
kependudukan khususnya dilingkungan

optimalnya  pemanfaatan

swasta

hasil

pengolahan

administrasi
instansi pemerintah maupun

c. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya kegunaan
dokumen kependudukan khususnya Akta Catatan Sipil

Peluang :

a. Adanya Undang-Undang Tentang Administrasi

peraturan perundang-undangan

lainnya

sebagai

Kependudukan dan

payung hukum

penyelenggaraan administrasi kependudukan

b. Komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah
dalam mengembangkan tertib administrasi kependudukan dan catatan
sipil

c. Adanya pemegang kepentingan (stake holder)
administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagai dasar memperoleh

yang mewajibkan tertib

pelayanan publik lainnya misalnya: lembaga pendidikan, rumah sakit atau
lembaga lainnya.
dan sarana telekomunikasi

d. Ketersediaan teknologi yang ada guna

mendukung keakuratan, kemutahiran dan validasi data kependudukan.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada hakekatnya negara
berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap
penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan
peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam/atau di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara dengan tegas menjamin
hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin
kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
Disebutkan pula bahwa setiap penduduk mempunyai hak wuntuk
memperoleh :
Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Perlindungan atas data pribadi;
Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

i e

atas dirinya dan/atau keluarganya; dan

Pembangunan kependudukan di Negara Kesatuan Repulik Indonesia
walaupun telah dilaksanakan sejak lama namun sampai dengan sekarang masih
harus disempurnakan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang
semakin lama tingkat kompleksitasnya makin tinggi. Dengan hadirnya era
globalisasi menyebabkan tingkat mobilitas penduduk yang semakin meningkat,
hal ini menuntut kepada pemerintah agar penyelenggaraan administrasi
kependudukan yang semakin lancar, cepat, dan tertib; sehingga tidak akan
terjadi kesenjangan harapan (expectation gap) yang bisa menimbulkan ketidak
harmonisan antara instansi pemerintah dengan para pengguna langsung dari
masyarakat.

Tertibnya dokumen kependudukan memang tidak saja menjadi tugas
Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai instansi
pelaksana, namun diperlukan pula komitmen yang kuat dari masyarakat untuk
melaporkan setiap peristiwa kependudukan, yang dimulai dari perkawinan,
kelahiran, cerai hidup, cerai mati, pindah datang, kematian, pendidikan, dan
lain-lain yang harus dilaporkan oleh penduduk yang mengalaminya.

Dari uraian diatas, permasalahan utama yang dihadapi dalam memberikan
pelayanan administrasi kependudukan adalah sebagai berikut :

a. Rendahnya Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap penduduk wajib memiliki
dokumen kependudukan sebagai bukti keberadaan dan identitas penduduk
yang diakui secara legal oleh negara. Dokumen kependudukan adalah
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dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang mempunyai kekuatan hukum
sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan tersebut antara
lain KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan lain sebagainya. Penerbitan
dokumen kependudukan merupakan kewajiban Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil yang dibantu oleh Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
Dokumen kependudukan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
secara perdata bagi pemiliknya. Akta kelahiran, menunjukkan hubungan
perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga
menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula dokumen
kependudukan yang lain. Kepemilikan dokumen ini sangat diperlukan untuk
memperoleh berbagai pelayanan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-
hari baik dari instansi pemerintah maupun swasta. Sementara bagi
pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam
melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak
legalnya serta, memperkuat database penduduk serta pelayanan publik.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan, semula pelaporan dan pengurusan dokumen
kependudukan menganut stelsel aktif dimana penduduk diwajibkan untuk
mengurus sendiri dokumen kependudukannya, diubah menjadi stelsel aktif
diwajibkan kepada Pemerintah melalui Petugas, baik petugas dari
pemerintah daerah maupun RT dan RW. Manfaat dokumen kependudukan
antara lain :

1. Memberikan kejelasan identitas dan status bagi penduduk.

2. Memberikan kepastian hukum.

3. Memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemiliknya.

4. Memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan pelayanan

publik lainnya

Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang
anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta terebut dijelaskan tentang siapa
nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan
tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta
kelahiran hanya dicantumkan nama ibunya, sehingga dalam hal ini si anak
hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Akta kelahiran
penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat
mendaftar sekolah atau mengurus dokumen lainnya seperti paspor.

Salah satu indikasi tingginya partisipasi masyarakat dalam tertib
administrasi kependudukan terlihat dengan tingginya kepemilikan dokumen
kependudukan yang sesuai aturan. Cakupan partisipasi masyarakat dalam
kepemilikan dokumen kependudukan terutama pencatatan sipil masih
relatif rendah. Kepemilikan akta kelahiran untuk semua penduduk pada
tahun 2017 adalah 49%, dimana capaian kepemilikan akta lahir usia 0-5
tahun adalah 98,79% dan capaian kepemilikan akta lahir usia 0-18 tahun
adalah 85,49%. Kecilnya jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran,
diduga mereka tidak melaporkan atau mencatatkan ke Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil, sehingga mereka tidak tercatat di database SIAK.
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Untuk mempercepat capaian kepemilikan akta kelahiran, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus terus menerus
melakukan inovasi pelayanan dan melakukan pemutakhiran data terkait
melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Mengacu kepada kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah, bahwa prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah pada
tahun 2019 adalah peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran usia O-
18 tahun dengan target 90%.

b. Kurang Akuratnya Data Kependudukan

Tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada
hakekatnya bukan hanya berada pada tingkat pelayanan yang langsung
kepada masyarakat. Namun harus dimulai dari informasi biodata penduduk
yang harus valid dan tidak berubah-ubah, sampai dengan pengelolaan data
agar tetap bisa disajikan secara akurat dan mutakhir. Hal ini dilakukan
dalam rangka melindungi status kependudukan atau peristiwa vital/penting
yang dialami oleh penduduk, sehingga jika dibutuhkan akan segera bisa
disajikan secara cepat dan tepat.

Data kependudukan yang valid dan mutakhir merupakan salah satu
data pokok yang diperlukan dalam proses perencanaan dan pengambilan
keputusan karena merupakan input utama yang dapat digunakan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan kata lain bahwa
proses perencanaan pembangunan secara umum didasarkan pada kualitas
data kependudukan, sehingga pengambilan keputusan pembangunan akan
berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.

Setiap perubahan elemen data kependudukan harus dilaporkan ke
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Kurang
akuratnya data kependudukan disebabkan karena kurang sadarnya
masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting (kematian), melengkapi
data kependudukan (tanggal pernikahan, golongan darah, jenjang
pendidikan, maupun perubahan data (pindah penduduk, rubah status
pernikahan). Selain itu kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang
kurang baik juga dapat menyebabkan keengganan masyarakat dalam
mengurus perubahan data kependudukan.

Untuk itu diperlukan sebuah upaya guna meningkatkan kesadaran
masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi (media cetak, elektronik dan
media sosial) maupun inovasi pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan administrasi kependudukan sehingga masyarakat memahami
akan pentingnya dokumen kependudukan sebagai identitas diri.
Pengetahuan masyarakat tentang aturan, kebijakan dan permasalahan
kependudukan yang faktual masih minim. Adanya sosialisasi tentang aturan
dan permasalahan faktual kependudukan belum disikapi secara baik oleh
masyarakat.
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Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1. | Rendahnya Kepemilikan akta kelahiran | Rendahnya kepemilikan akta
Kepemilikan untuk semua penduduk pada | kelahiran tersebut adalah
Akta Kelahiran tahun 2017 adalah 49%, | untuk usia di atas 18 tahun.
adapun idealnya adalah 75%. Capaian kepemilikan akta

lahir usia 0-5 tahun
98,79% dan Capaian
kepemilikan akta lahir usia
0-18 tahun : 85,49% sudah
di atas ideal. Kecilnya jumlah
penduduk yang memiliki
akta kelahiran, diduga
mereka tidak melaporkan
atau mencatatkan ke Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, sehingga
mereka tidak tercatat di
database SIAK

2. | Kurang Setiap perubahan elemen data | Rendahnya kesadaran
akuratnya data | kependudukan harus | penduduk untuk mengurus
penduduk dilaporkan ke dinas. Kurang | dokumen kependudukan,

akuratnya data kependudukan | baik terkait perubahan data
disebabkan karena  belum | kependudukan dan
sadarnya masyarakat wuntuk | melaporkan peristiwa

melaporkan peristiwa penting | penting.
(kematian), melengkapi data
kependudukan (tanggal
pernikahan, golongan darah,
jenjang pendidikan, maupun
perubahan data (pindah
penduduk, rubah status
pernikahan)

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih telah menetapkan visi
untuk 5 tahun ke depan dalam masa jabatannya yaitu tahun 2018 - 2023.
Adapun tujuan dan perlunya menelaah Visi, Misi dan Program dari Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah untuk :

A Memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama
kepemimpinan mereka;

A Mengidentifikasi faktor-faktor —penghambat yang mempengaruhi
pencapaian Visi dan Misi mereka.

Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra OPD Tahun
2018-2023, namun hingga tersusunnya dokumen Renja OPD Tahun 2019,
Renstra OPD Tahun 2018-2023 belum ditetapkan. Hal ini mengakibatkan
penyusunan dokumen Renja OPD Tahun 2019 berpedoman pada RPJPD
Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025, memperhatikan kesinambungan dengan
dokumen Renstra OPD Tahun 2018-2023, serta mengacu pada RPJMN Tahun
2015-2019 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Tahun 2019 merupakan tahap ketiga (2015-2019) RPJPD Kabupaten Kudus
Tahun 2005-2025. Visi pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2005-2025
adalah “Kudus yang religius, Maju dan Adil”. Untuk melaksanakan visi tersebut,
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dilakukan melalui 10 (sepuluh) misi dimana salah satunya misi ke 6 (enam) yaitu
mewujudkan keadilan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan
yang baik. Tujuannya adalah terwujudnya keadilan bagi masyarakat melalui
pengelolaan pemerintahan yang baik. Sasaran pokok tujuan tersebut adalah
peningkatan kapasitas pemerintahan yang baik.

Prioritas dan fokus pembangunan tahun 2019 Kabupaten Kudus disusun
sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,
memperhatikan visi, misi dan program kerja Bupati terpilih.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan. Dalam kurun waktu perencanaan pembangunan jangka
menengah 5 (lima) tahun, visi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dirumuskan
dengan memperhatikan gambaran umum kondisi daerah, gambaran umum
pengelolaan keuangan daerah dan analisis isu strategis. Dengan memperhatikan
dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka visi Kabupaten Kudus
Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

“Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius,
Cerdas dan Sejahtera”

Makna yang terkandung di dalam visi tersebut adalah agar Kabupaten
Kudus menjadi pusat pembangunan daerah sekitarnya, yang dilengkapi dengan
fasilitas modern didukung masyarakat yang religius untuk mencapai kehidupan
sejahtera.

Visi tersebut mengandung kata kunci yang dapat diuraikan yakni sebagai
berikut :

Bangkit. Bangkit merupakan suatu tindakan semangat dari masyarakat
untuk bangun menggugah dan memajukan daerah. Tindakan semangat yang
ditimbulkan dapat memperkuat dan mengembangkan potensi daerah untuk
bersaing dengan daerah lain. Daerah yang bangkit mampu memperbaiki
permasalahan daerah dan menyejahterakan masyarakat.

Modern. Modern merupakan suatu sikap, cara berpikir, dan cara bertindak
sesuai dengan tuntutan zaman. Kabupaten modern adalah kabupaten yang
memiliki daya saing dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta dapat
menyelaraskan antara sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan
teknologi yang dikembangkan. Penggunaan teknologi sebagai pendukung
perkembangan suatu daerah dapat menjadikannya selalu up to date dalam
segala informasi. Penggunaan teknologi untuk menjadikan kabupaten modern
akan memudahkan pelayanan pada masyarakat. Kabupaten modern dapat
menciptakan kabupaten yang nyaman, terdepan dan dapat meningkatkan
perekonomian masyarakat.

Religius. Religius merupakan sikap dan perilaku masyarakat yang taat /
patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran
terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup
antar pemeluk agama. Karakter religius sangat penting dalam kehidupan
masyarakat, menjadi sikap hidup yang mengacu pada tatanan dan larangan dan
tatanan sikap yang telah diatur dalam aturan agamanya. Sikap religius pada
setiap individu akan menciptakan rasa aman, tentram dan damai dalam
kehidupan masyarakat.
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Cerdas. Cerdas berarti mempunyai kebiasaan atau tradisi, sikap dan
kemampuan untuk selalu belajar guna meningkatkan pengetahuan, intelektual,
emosional dan spiritual.

Sejahtera. Sejahtera berarti aman sentosa dan makmur dengan suatu tata
kehidupan dan penghidupan masyarakat baik materiil maupun spiritual.
Keadaan Sejahtera memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk
mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang
sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi
hak asasi serta kewajiban manusia.

Visi Kabupaten Kudus yang tercantum dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2005 - 2025 adalah
“Kudus yang Religius, Maju dan Adil”. Apabila visi Kabupaten Kudus Tahun 2018
— 2023 disandingkan dengan visi Kabupaten Kudus Tahun 2005 - 2025, maka
dapat dilihat bahwa kedua visi tersebut mengarah ke satu tujuan yang sama.
Jika visi Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023 disandingkan dengan visi Provinsi
Jawa Tengah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 yaitu “Jawa Tengah
yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Lestari”, maka terlihat juga bahwa kedua visi
tersebut menuju pada satu titik tujuan yang sama. Dari kedua visi tersebut di
atas, apabila disandingkan dengan visi RPJM Nasional Tahun 2010 — 2014 atau
Visi Indonesia 2014 yaitu "Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis,
dan Berkeadilan" dan visi RPJP Nasional Tahun 2005 - 2025 yaitu “Indonesia
Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur“, maka terlihat jelas bahwa kedua visi
tersebut telah selaras dengan visi Pemerintah Republik Indonesia dalam RPJM
Nasional Tahun 2010 — 2014 dan RPJP Nasional Tahun 2005 - 2025. Dengan
demikian visi Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023 memiliki keterkaitan dan
hubungan yang erat serta selaras dengan visi RPJPD Kabupaten Kudus, RPJPD
Provinsi Jawa Tengah dan RPJM Nasional Tahun 2010 - 2014 serta RPJP
Nasional Tahun 2005 - 2025.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan untuk
mewujudkan visi pembangunan di Kabupaten Kudus tahun 2018 - 2023 adalah
sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan
memanfaatkan teknologi dan multimedia.

Dengan program prioritas mewujudkan industri kerakyatan, pendidikan,

kesehatan, gender, pemuda dan olahraga serta kesejahteraan sosial.

Penggunaan dan penguasaan teknologi dan multimedia di era globalisasi

menjadi basis dalam perkembangan daerah. Dengan adanya pemanfaatan

yang baik dari adanya teknologi dan multimedia diharapkan mampu
menciptakan masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif. Berkualitas
berarti adanya kemampuan dan kapasitas yang dimiliki, sedangkan kreatif
dan inovatif merupakan kemampuan untuk menciptakan serta
memperkenalkan atau mengembangkan hal - hal baru. Terbentuknya
masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif diharapkan mampu
mewujudkan perubahan - perubahan sebagai langkah awal perkembangan
daerah yang lebih baik. Misi ini dilaksanakan dengan sasaran pendidikan
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dan pelatihan teknologi dan multimedia bagi masyarakat terutama bagi
generasi — generasi muda daerah.

2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan

pelayanan publik.

Dengan  program  prioritas menyangkut transparansi anggaran,
akuntabilitas, manajemen pemerintahan yang modern dan pelayanan
publik. Upaya peningkatan pelayanan publik dimaksudkan guna
memberikan pelayanan publik yang bermutu untuk seluruh masyarakat.
Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan
perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang.
jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik. Pelayanan publik yang dimaksud termasuk pendidikan,
kesehatan, jaminan sosial, lingkungan hidup, komunikasi dan informasi,
energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor
strategis lainnya. Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas dan
menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku dibutuhkan pemerintahan yang semakin handal.
Keberhasilan mewujudkan pemerintah yang handal tergantung kepada
sumber daya manusia yang tersedia. Misi ini dilaksanakan dengan sasaran
peningkatan kinerja SDM. Peningkatan kinerja SDM dilakukan dengan cara
pendidikan dan pelatihan dengan harapan mampu memperbaiki manajemen
pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. untuk melayani
kepentingan masyarakat.

3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.

Dengan program prioritas pendidikan karakter, berbagi sesama dan saling
menghormati. Upaya mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif
dilaksanakan guna menciptakan daerah tanpa terjadi adanya kekerasan.
Perwujudan kehidupan yang toleran dan kondusif dapat dilakukan dalam
berbagai aspek kehidupan seperti adanya toleransi antaragama dengan
kebebasan beragama, toleransi terhadap perbedaan pendapat dan lain
sebagainya. Hubungan baik, saling menghargai dan menghormati dalam
bermasyarakat merupakan beberapa sasaran yang dapat dilakukan.
Disamping itu, juga diupayakan adanya kerjasama antara pemerintah
daerah dan masyarakat untuk menjalin toleransi serta harmonisasi
sekaligus perlu adanya perlindungan terhadap hak — hak asasi manusia.

4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yan g berbasis keunggulan lokal dan

membangun iklim usaha yang berdaya saing.

Dengan program prioritas akselerasi daya saing, pemberdayaan ekonomi
lokal dan program produksi yang kreatif dengan membentuk sentra industri
kecil. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui keunggulan lokal dan
pembangunan iklim usaha yang berdaya saing menjadi prioritas mengingat
peran yang sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja yang berdampak
pada kesejahteraan masyarakat. Sasaran yang dilakukan dengan
peningkatan aktivitas perdagangan, jasa, agribisnis dan pariwisata,
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peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan terkait SDM,
permodalan dan investasi serta akses terhadap produk yang akan
dipasarkan dengan perbaikan prasarana dan sarana pendukung. Dengan
memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal maka
perekenomian akan semakin tumbuh dan berkembang. Berbagai
permasalah yang dihadapi adalah rendahnya penguasaan teknologi dan
informasi bagi masyarakat. Dengan demikian perlu adanya optimalisasi
pemerintah sebagai penyedia (provider) menjadi regulator, fasilitator,
motivator dan katalisator berbagai kegiatan ekonomi kerakyatan yang
diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan yang merata.

Misi Bupati terpilih memperlihatkan pilar penting yang perlu diprioritaskan
dalam proses pembangunan di Kabupaten Kudus, yang dikenal dengan 9
(Sembilan) Program Unggulan yaitu :
1. Tunjangan 1 juta per bulan untuk semua guru non PNS di PAUD/ TK/
MADIN/ RA/ TPQ/SD/SMP/SMA/MADRASAH

2. Bantuan sosial santunan bagi warga yang sakit di rumah sakit kelas 3
dan santunan anak yatim piatu serta santunan kematian cair dalam satu
hari lewat Desa

3. Pelatihan dan pendampingan 500 wirausahawan baru setiap tahun

4. Bantuan sosial per bulan untuk khotib dan imam masjid/ mushola serta

semua pemuka agama /semua tempat ibadah

5. Pendampingan dan pemberdayaan petani melalui inovasi bibit serta

penguatan pemasaran hasil panen

6. Pemberdayaan ekonomi dan usaha warga melalui penyaluran bantuan

usaha

7.Pembinaan olahraga, seni budaya dan komunitas kreatif untuk

peningkatan sumberdaya manusia

8. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kepala keluarga melalui

pelatihan khusus kewirausahaan

9. Pemberdayaan buruh melalui forum komunikasi PUK/ SP/ SB,

perusahaan dan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas maka ditetapkan tujuan pokok
pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2018 - 2023,
adapun tujuannya adalah :

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas;

2. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif;

3. Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian,

perlindungan dan penegakan peraturan;

4. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah.

Sedangkan sasaran - sasaran pokok pembangunannya adalah sebagai
berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan;

2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;

3. Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat;

4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan;
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Ul

toleransi umat beragama;
Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;

Meningkatnya daya saing investasi daerah;

. Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta

6.
7.
8. Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah;
9.

Meningkatkan keseimbangan pemanfaatan

berkelanjutan.

sumberdaya alam yang

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Kudus adalah mewujudkan tertib administrasi kependudukan

dan pencatatan

sipil. Sasaran yang ingin dicapai secara nyata berdasarkan

tujuan diatas adalah peningkatan kualitas pelayanan administrasi
kependudukan.
Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih
No. | Visi/Misi/Prog Tujuan KD Permasalahan Faktor
ram Kerja KD Sesuai Tupoksi Pelayanan
Perangkat Daerah Penghambat Pendorong
1. | Visi: Tujuan Bupati : |1. Rendahnya . Rendahnya 1. Optimalisasi
Kudus Bangkit | Terwujudnya Kepemilikan kesadaran kualitas SDM
Menuju kualitas Akta masyarakat yang dimiliki
Masyarakat penyelenggaraan Kelahiran dalam 2. Optimalisasi
Modern, pemerintahan 2. Kurang mengurus pemanfaatan
Religius, dan pelayanan akuratnya dokumen sarpras yang
Cerdas Dan publik yang data kependudukan dimiliki
Sejahtera transparan, penduduk karena 3. Adanya pelayanan
akuntabel dan anggapan jemput bola
Misi : partisipatif; pengurusan adminduk
Mewujudkan dokumen 4. Tersedianya
pemerintahan | Tujuan OPD: kependudukan Sistim  Informasi
yang semakin | Meningkatkan membutuhkan Administrasi
handal wuntuk | kualitas waktu lama dan Kependudukan
peningkatan penyelenggaraan berbelit-belit (SIAK) online
pelayanan administrasi . Kurangnya S. Tersedianya
publik; kependudukan sosialisasi regulasi
kepada administrasi
Program : masyarakat kependudukan
Program terkait 6. Adanya komitmen
pelayanan pentingnya pemberian
publik  yang pengurusan pelayanan prima
prima perubahan data dalam pelayanan
kependudukan administrasi
kependudukan
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3.3 Telaahan Renstra Kementerian, Renstra Propinsi dengan Kabupaten
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian
Menelaah Renstra

K/L ditujukan wuntuk menilai keserasian,

keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan

Renstra Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten. Hasil penelaahan
terhadap Rencana Strategis Direktorat Jendral Kependudukan dan
Pencatatan  Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019

mencerminkan visi bangsa dan agenda prioritas Nawacita Presiden Jokowi-

JK, serta visi Kemendagri, yakni Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi

Poros Jalannya Pemerintahan dan Politk Dalam Negeri,

Meningkatkan

Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa.
Kesesuaian tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Kabupaten Kudus

terkait

Tujuan / Visi

Direktorat Jendral

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri adalah :

Tabel 3.3

Kesesuaian Visi Kementerian dengan Tupoksi Perangkat Daerah

No.

Visi Dirjen Dukcapil,
Kemendagri

Tujuan Perangkat
Daerah sesuai Misi
dalam RPJMD

Tugas pokok dan
fungsisi Perangkat
Daerah

Visi :

Tertib Administrasi
Kependudukan dengan
pelayanan yang
berkualitas kepada

pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil,
serta pengelolaan
informasi administrasi

pelayanan
kependudukan dan
pencatatan sipil di
semua kabupaten/
kota.

Misi Bupati Ke-2 :
Mewujudkan
pemerintahan yang
semakin handal untuk

masyarakat peningkatan pelayanan
Misi : publik

Memantapkan

ketertiban Tujuan Bupati Ke-2 :
penyelenggaraan

Terwujudnya kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik yang

kep§ndudukan transparan, akuntabel
nasional; . . .

Taiuan : dan partisipatif
Meningkatkan kualitas

pelayanan Tujuan OPD:
kependudukan dan Meningkatkan kualitas
pencatatan sipil penyelenggaraan
Sasaran: administrasi
Menlngkatnya kualitas kependudukan

Tugas Pokok OPD :
Melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang
kependudukan dan
pencatatan sipil

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka Visi Kemendagri untuk
meningkatkan pelayanan publik, sudah selaras dengan tugas dan fungsi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan urusan
kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kudus yaitu memberikan
pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat.
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Dari kesesuaian dalam pencapaian visi tersebut di atas terdapat
permasalahan terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan. Hal
ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten

Sasaran Jangka Permasalahan Faktor
No. Rl\élrelgterzg;;l Pelay a%a;fgangkat Penghambat Pendorong
1. | Meningkatnya Pelayanan dokumen [a. Kurangnya a.Tersedianya
kualitas kependudukan kesadaran Peraturan Daerah
pelayanan masih dirasakan masyarakat tentang
kependudukan berbelit dan lama akan arti Administrasi
dan pencatatan | oleh masyarakat, pentingnya Kependudukan;
sipil di semua | sehingga enggan kepemilikan b.Adanya  regulasi
kabupaten/ kota. | untuk mengurus dokumen untuk pengurusan
dokumen kependudukan Dokumen
kependudukan dan pelaporan Kependudukan
perubahan data tidak dipungut
2. | Tersedianya Database kependudukan biaya / gratis
database kependudukan . Belum c.Adanya komitmen
kependudukan daerah telah optimalnya pemberian
nasional yang digunakan untuk | jangkauan pelayanan  prima
akurat untuk kepentingan pelayanan dalam pelayanan
memenuhi pelayanan publik | jemput bola di administrasi
semua dan pembangunan, daerah kependudukan
kependtingan akan tetapi database pelosok/penyan |d.Berupaya terus
dalam pelayanan | kependudukan dang melaksanakan
publik, tersebut masih kebutuhan inovasi pelayanan
perencanaan dirasa kurang akurat khusus karena dan pemutakhiran
pembangunan, karena masih keterbatasan data
alokasi ditemukan sarpras. kependudukan
anggaran, penduduk yang Kurangnya e. Tersedianya
pembangunan belum melaporkan pemahaman Sistem Informasi
demokrasi serta | perubahan data lembaga Administrasi
penegakan kependudukan. pengguna Kependudukan
hukum dan daerah (SIAK) On Line dan
pencegahan terhadap Data  Warehouse
kriminal. pemanfaatan (DWH) untuk
data pemanfaatan data
3. | Meningkatnya Masih sedikit kependudukan kependudukan;
pemanfaatan pemanfaatan  NIK,
NIK, Database Database
Kependudukan Kependudukan dan
dan KTP-el oleh KTP-el oleh Lembaga
Lembaga Pengguna Daerah
Pengguna Pusat

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

adalah  Dinas
Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perangkat Daerah Provinsi yang dimaksud
Pemberdayaan Masyarakat,
Provinsi Jawa Tengah.

Pada kurun waktu 5

Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki tantangan dan

(lima) tahun kedepan Dinas Pemberdayaan
permasalahan yang semakin kompleks, mengingat tugas dan fungsi
perangkat daerah terkait dengan visi, misi Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa Tengah pada misi ke 2 (dua) dan Ke 3 (tiga) dalam perwujudan
peningkatan kemandirian Desa dan pelayanan yang berkualitas sebagai
wujud percepatan reformasi birokrasi yang dinamis.
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Tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa
Tengah tahun 2018-2023 meliputi 2 (dua) tujuan yang diuraikan sebagai
berikut :

1. Meningkatkan Desa mandiri di Jawa Tengah;

2. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Jawa Tengah

Agar tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa
Tengah tahun 2018-2023 berjalan dengan optimal maka, diperlukan sasaran
sebagai obyek dalam mewujudkan kemandirian desa dan tertib administrasi
kependudukan di Jawa Tengah, terdapat 2 (dua) sasaran yang akan dicapai
antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya Desa Mandiri di Jawa Tengah;
2. Terwujudnya Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan

Tabel 3.4.
Telaahan Kesesuaian Tupoksi Perangkat Daerah dengan Misi Renstra Provinsi

. . Tujuan / Sasaran Jangka
No Tupoksi Perangkat Tujuan Perangkat Daerah MenJen ah/ Renstra Perai Kat
’ Daerah sesuai Misi dalam RPJMD & . &
Daerah Provinsi
1. Melaksanakan Meningkatkan kualitas Tujuan : mewujudkan tertib
urusan penyelenggaraan administrasi kependudukan di
pemerintahan di administrasi Jawa Tengah
bidang kependudukan
kependudukan Sasaran : terwujudnya
(Silflrillpencatatan masyarakat tertib administrasi
P kependudukan
Tabel 3.5
Indikator Kinerja Dispermades Dukcapil Provinsi Jateng yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023
Kondisi Kinerja
. pada Awal Target Capaian Tahun Kondisi
No | Indikator Sat | periode RPJMD Akhir
2017 | 2018 | 2019 2020 2021 2022 | 2023
1. | Tingkat % 87,42 90 90 92 95 97 100 100
partisipasi O-
18 tahun
memiliki akte
kelahiran
2. | Persentase % 98,33 100 100 100 100 100 100 100
penduduk
yang memiliki
KTP-el per
wajib KTP-el
3. | Cakupan OPD % na na 20 40 60 80 100 100
Provinsi/Kabu
paten/Kota
yang telah
melaksana-
kan kerjasama
pemanfaatan
data
kependudu
kan
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Tabel 3.6

Telaahan Renstra Provinsi dengan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan/Sasaran Permasalahan Faktor
N ngka Menen Pel n
° lgeall'ls%raa PDe Piogi;lahsi Perarfgi};?]?aerah Penghambat Pendorong
1. | Tujuan : 1. Rendahnya . Rendahnya . Optimalisasi
mewujudkan tertib Kepemilikan kesadaran kualitas SDM
ii;lgﬁgﬁan » Akta Kelahiran masyarakat yang dimiliki
Jawa Tengah dalam . Optimalisasi
2. Kurang mengurus pemanfaatan
2. | Sasaran : akuratnya data dokumen sarpras yang
terwujudnya penduduk kependudukan dimiliki
masya}'akat.tertib karena . Adanya pelayanan
administrasi .
kependudukan anggapan jemput bola
pengurusan adminduk
dokumen . Tersedianya
kependudukan Sistim  Informasi
membutuhkan Administrasi
waktu lama Kependudukan
dan  berbelit- (SIAK) online
belit . Tersedianya
. Kurangnya regulasi
sosialisasi administrasi
kepada kependudukan
masyarakat . Adanya komitmen
terkait pemberian
pentingnya pelayanan prima
pengurusan dalam pelayanan
perubahan administrasi
data kependudukan
kependudukan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menjadi pedoman pelaksanaan
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan
bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan
dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Sedangkan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (yang selanjutnya disebut KLHS) adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program
(Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH Pasal 1 angka 10).

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJMP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),

dalam

Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan,

rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau
risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2).
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Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa
"Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan
bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau
program.” Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), maka
Pemerintah Daerah diarahkan untuk menyusun dokumen perencanaan salah
satunya adalah Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Kabupaten. Tujuan dari
pembuatan KLHS Renstra OPD adalah untuk memastikan bahwa isu strategis,
permasalahan dan sasaran strategis TPB termuat dalam Rancangan Akhir
Renstra OPD. Pembangunan berkelanjutan terdapat 17 target/tujuan, dimana
tujuan yang terkait dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
adalah pada tujuan ke 16 yaitu “Menguatkan masyarakat yang inklusif dan
damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk
semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di
semua tingkatan. 0 Rekomendasi KLHS yang diberikan pada program tahun 2018-
2023 adalah meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, dengan
rekomendasi kegiatannya adalah meningkatkan cakupan kepemilikan akta
kelahiran.

Rekomendasi kegiatan sebagaimana KLHS terhadap urusan administrasi
kependudukan telah diakomodir melalui program/kegiatan terkait pelayanan
pencatatan sipil. Adapun indikator kinerja utama Renstra Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 salah satunya adalah
meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-18 tahun
dengan target 100% pada tahun 2021, 2022 dan 2023.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis adalah bagian yang sangat penting dalam proses
penyusunan rencana pembangunan daerah guna melengkapi tahapan-tahapan
yang telah dilakukan sebelumnya. Isu Strategis merupakan kondisi atau hal
yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan
karena dampaknya yang signiftikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa
datang. Isu strategis juga diartikan sebagai kondisi penting yang apabila tidak
diantisipasi akan menimbulkan dampak yang lebih besar atau sebaliknya akan
menghilangkan peluang jika tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis merupakan kondisi atau hal yang bersifat
penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat
kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.
Oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis
terhadap fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih
menjadi isu strategis.

Berdasarkan hasil kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kudus; Hasil telaahan Renstra Kemendagri dan Renstra
Perangkat Daerah Provinsi; Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pemerintah Kabupaten Kudus; Hasil
identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan
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dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus maka dapat dirumuskan isu-isu strategis
sebagai berikut :

1.

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu keharusan
yang dilakukan oleh penyelenggara dalam menghadapi perkembangan
zaman seiring berkembangnya sistim teknologi informasi. Salah satu
sasaran reformasi birokrasi antara lain adalah menciptakan birokrasi yang
memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Berbagai regulasi peraturan
mulai dari pusat sampai daerah telah disusun untuk menjamin penyediaan
pelayanan publik yang baik serta sebagai perlindungan bagi setiap warga
negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam
penyelenggaraan pelayanan publik. Landasan pelaksanaan pelayanan publik
antara lain adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaaraan Pelayanan Publik.

Administrasi kependudukan yang meliputi pelayanan pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan Sistim Informasi Administrasi
Kependudukan merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar.
Pelayanan administrasi kependudukan dilakukan kepada setiap warga
negara dimulai semenjak lahir sampai meninggal dunia. Data dan dokumen
kependudukan digunakan sebagai dasar dalam pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
administrasi kependudukan ke depannya, dilakukan melalui peningkatan
kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, peningkatan
akuntabilitas kinerja dan inovasi pelayanan publik, dengan begitu akan
dapat tercipta pelayanan publik yang efektif, efisien dan tepat guna.

Melalui pelayanan administrasi kependudukan yang tepat guna maka
diharapkan dapat meningkatkan tertib administrasi kependudukan setiap
warga negara dan penduduk di Kabupaten Kudus. Tertib administrasi
kependudukan yang masih menjadi isu penting adalah kepemilikan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) dan kepemilikan Akta Kelahiran. Kepemilikan Akta
Kelahiran merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki
identitas sebagai anak dan kewarganegaraannya.

Peningkatan kualitas database kependudukan yang akurat melalui
Sistim Informasi Administrasi Kependudukan

Data kependudukan merupakan hal pokok yang digunakan sebagai
dasar penerbitan dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan
kemudian menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain.

Database kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data
kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling
berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan
jaringan komunikasi data. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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Kabupaten Kudus sudah memiliki database kependudukan skala
kabupaten. Database kependudukan tersebut merupakan hasil dari
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Database
kependudukan memuat data wilayah, data keluarga, biodata penduduk,
data pencatatan sipil, pas photo, sidik jari tangan dan tanda tangan
penduduk. Database kependudukan dikelola dan diupdate melalui
perekaman data menggunakan SIAK (Sistim Informasi Administrasi
Kependudukan).

Database kependudukan skala kabupaten yang dimiliki oleh Kabupaten
Kudus merupakan bagian dari subsistem database kependudukan nasional.
Proses pengolahan/konsolidasi database kependudukan dari daerah
kabupaten/kota dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kemendagri. Keakuratan database salah satunya
dipengaruhi oleh kelengkapan biodata penduduk, kondisi riil dan formal
penduduk yang bersangkutan. Kelengkapan elemen data penduduk seperti
golongan darah, tanggal perkawinan, tingkat pendidikan maupun informasi
legal formal penduduk yang belum terekam dalam database kependudukan.
Adanya data penduduk yang berdomisili lama di luar daerah maupun
penduduk yang memiliki data kependudukan ganda di luar daerah,
verifikasi dan validasi pengolahan data kependudukan sangat
mempengaruhi tingkat keakuratan data. Keakuratan data dapat diketahui
setelah dilakukan analisa data kependudukan. Keakuratan data penduduk
meliputi pendidikan dan usia, pekerjaan dan usia, status kawin dan usia,
status HBKEL dan usia, status HBKEL dan jenis kelamin, anomali jenis
pekerjaan.

Database kependudukan dimutakhirkan oleh Pemerintah melalui
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota.
Pemutakhiran database kependudukan pada dasarnya dilakukan dari hasil
pelayanan reguler melalui pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil, yaitu dari hasil pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa
penting yang dialami oleh setiap penduduk di seluruh Kabupaten/Kota,
namun pelayanan secara reguler dimaksud tidak berjalan sebagaimana
mestinya dan tidak menghasilkan database kependudukan yang akurat dan
mutakhir, karena dengan berbagai alasan seringkali penduduk tidak pernah
melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.

Keakuratan data kependudukan akan berdampak pada proses
pemanfaatan data kependudukan itu sendiri. Data kependudukan yang
tidak akurat akan menyebabkan kesalahan fatal dalam pengambilan
keputusan/kebijakan penting/strategis yang dilakukan pemerintah maupun
stakeholder terkait yang menggunakan data kependudukan sebagai salah
satu dasar pengambilan keputusan/kebijakan. Dengan demikian
pemutakhiran database kependudukan perlu dilakukan oleh
kabupaten/kota. Dengan semakin meningkatnya keakuratan data
kependudukan maka dapat mewujudkan data kependudukan yang dapat
dipergunakan sebagai data/bahan/masukan untuk pembangunan database
kependudukan Kabupaten/Kota, juga sebagai dasar dalam pemberian NIK
kepada setiap penduduk, untuk mendukung tertib administrasi
kependudukan, tertib administrasi pelayanan publik, pelaksanaan Pemilu
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2019 dan untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah, serta dalam jangka
panjang digunakan sebagai data dasar dalam Perencanaan Pembangunan
Nasional.

3. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan database kependudukan oleh
stakeholder terkait

Data kependudukan dapat memberikan kemanfaatan apabila telah
digunakan oleh penduduk tersebut maupun pihak lain yang terkait. Data
kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota terkonsolidasi ke pusat melalui database SIAK Pusat dan
Database KTP-El di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri. Pemanfaatan data kependudukan diatur melalui
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan,
Ruang lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan
Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik. Pemanfaatan data kependudukan digunakan oleh
lembaga pengguna yaitu lembaga negara, kementrian/lembaga pemerintah
non kementerian dan/badan hukum Indonesia yang memerlukan informasi
data kependudukan sesuai dengan bidang tugasnya, baik lembaga di tingkat
pusat dan lembaga pengguna di daerah. Lembaga pengguna di daerah yaitu
organisasi perangkat daerah/OPD, badan hukum Indonesia yang
memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal
dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

Pemanfaatan data kependudukan di tingkat kabupaten dilakukan
setelah mendapatkan izin Bupati kepada lembaga pengguna dimana telah
dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Naskah PKS
tersebut terlebih dahulu dikonsultasikan kepada OPD yang menangani
kependudukan dan pencatatan sipil provinsi.

Dalam jangka menengah ke depan di Kabupaten Kudus, diharapkan
lembaga pengguna di kabupaten yang terkait dan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus telah melakukan penandatanganan PKS.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana yang
diberi kewenangan melaksanakan pelayanan Administrasi Kependudukan
dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan pendaftaraan
penduduk dan pencatatan sipil dengan online secara nasional, diharapkan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dapat memberikan
pelayanan informasi kependudukan yang tepat waktu, tepat administrasi, tepat
aturan dan tepat sasaran serta terpadu sehingga dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat dalam memacu terselenggaranya tertib administrasi kependudukan.
Pemanfaatan teknologi informasi untuk memperlancar, mempermudah dan
mempercepat proses pembuatan KTP, KK dan pencetakan kutipan akta
pencatatan sipil secara nasional. Pemanfaatan teknologi informasi administrasi
kependudukan merupakan salah satu upaya dalam rangka membangun dan
mengelola data base kependudukan yang dapat dimanfaatkan sebagai bank data
yang lengkap, akurat, aman dan dapat diakses secara cepat dan terpadu. Dengan
tersedianya sarana dan prasarana serta terbangunnya sistem informasi
administrasi kependudukan secara nasional diharapkan dapat mewujudkan visi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus.

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan,
dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dalam rangka untuk
mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah
ditetapkan, maka tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kudus untuk jangka menengah pada tahun 2018-2023 yaitu meningkat kan
kualitas  penyelenggaraan  administrasi kependudukan

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu
tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional
untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran
memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan
pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani,
dan profil pelayanan tiap Perangkat Daerah.

Sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan merupakan sasaran pada level
OPD (eselon II), yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun
indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau
outcome untuk jangka menengah.

Sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kudus pada tahun 2018-2023 adalah :

1. Meningkat knya kualitas penyelenggaraan  administrasi kependudukan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
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Tabel 4.1
Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Kondisi Awal .
. . . o . - Target Tujuan Kondisi
No. Tujuan Indikator Tujuan Formulasi Indikator Tujuan Sat Kinerja Akhir
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. | Meningkatkan Tingkat cakupan (Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda % 94% 95% 98% 99% 100% 100% | 100% 100%

kualitas penyelenggaraan | pPenduduk/KTP ditambah

penyelenggaraan administrasi . )

administrasi kependudukan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

kependudukan Penduduk Usia 0-18 Tahun ditambah

Cakupan Kepemilikan Akta Kematian)
dibagi 3
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Tabel 4.2
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

. . ) Indikator Formulasi Kon<31151 Awal Target Sasaran Kondisi
No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Perhitungan Sat Kinerja .
Sasaran Indikator Sasaran Alhir
2017 2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1. | Meningkatkan Tingkat cakupan . Meningkatnya Tingkat cakupan | (Cakupan % 94% 95% 98% | 99% 100% 100% | 100% 100%
kualitas penyelenggaraan kualitas penyelenggaraan | Kepemilikan
penyelenggaraan administrasi penyelenggaraan | administrasi Kartu Tanda
administrasi kependudukan administrasi kependudukan
kependudukan kependudukan Penduduk/KTP
ditambah
Cakupan
Kepemilikan Akta
Kelahiran
Penduduk Usia
0-18 Tahun
ditambah
Cakupan
Kepemilikan Akta
Kematian)
dibagi 3
. Meningkatnya Nilai evaluasi Nilai evaluasi % - 72.91 75 77 79 81 83 83
akuntabilitas SAKIP SAKIP Perangkat
kinerja Perangkat | Perangkat Daerah
Daerah Daerah
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Strategi

merupakan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

rangkaian

tahapan atau

langkah-langkah yang

menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Perangkat Daerah akan dicapai.

Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan

strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran

Perangkat Daerah.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana

tujuan dan sasaran akan dicapai. Dalam merumuskan strategi dapat dilakukan

melalui metode analisis SWOT.

Rumusan strategi yang disusun harus bersifat operasional, yang dapat

dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan Perangkat Daerah yang menjadi

tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi
kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas
strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga
digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan

fungsi Perangkat Daerah. Perumusan strategi dan arah kebijakan dituangkan
dalam tabel berikut.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan Meningkatnya Peningkatan kualitas | Mengembangkan model tata kelola
kualitas kualitas pelayanan dokumen | pelaksanaan administrasi kependudukan
penyelenggaraan | penyelenggaraan administrasi yang komprehensif, sistematis, terukur dan
administrasi administrasi kependudukan berkesinambungan dengan cara :
kependudukan kependudukan melalui : Arah Kebijakan Tahun I :

1. Melakukan 1. Pemantapan regulasi
inovasi (sinkronisasi regulasi daerah dengan
pelayanan nasional; ketaatan pelaksanaan
publlik adminduk berdasarkan regulasi dan juga
2. Sosialisasi mulai pelaksanaan penerbitan Kartu
pelaksanaan Identitas Anak)
kebijakan dan | 2. Penguatan kelembagaan (hubungan
penyelenggaraan kerja Dinas Dukcapil dengan instansi
adminduk provinsi dan nasional serta desa dan
3. Pengelolaan kecamatan
Sistim Informasi | 3. Pembinaan aparatur (pengembangan
Administrasi pegawai berbasis kompetensi; penetapan
Kependudukan dan evaluasi kinerja aparatur)
(SIAK) yang | 4. Pengelolaan akuntabilitas kinerja,
handal pelaporan, keuangan dan aset
5. Peningkatan pelayanan masyarakat
Meningkatnya - Penguatan (standar pelayanan reguler; cakupan
akuntabilitas akuntabilitas kepemilikan dokumen kependudukan

kinerja Perangkat
Daerah

kinerja melalui :
1. Mengoptimalk

diprioritaskan untuk pencetakan KTP-EL
sebagai prasyarat Pilpres dan Pileg;

an sistem ujicoba penerbitan KIA; inovasi
perencanaan pelayanan publik)

kinerja 6. Pemanfaatan data dan  dokumen
(jangka kependudukan pada instansi pengguna
menengah, (izin pemanfaatan data dan dokumen
tahunan) baik kependudukan; PKS antara Dukcapil
dari kualitas dan instansi pengguna; kebutuhan SDM
maupun pengelola data; kebutuhan perangkat
implementasi keras dan jarkomdat; penggunaan
nya cardreader oleh instansi pengguna)

2. Melakukan 7. Pengadaan infrasruktur (optimalisasi
pengukuran penataan ruang  pelayanan/gedung
kinerja yang kantor; pengadaan peralatan perekaman
akuntabel dan dan pencetakan dokumen
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berkualitas

3. Menyajikan
pelaporan
kinerja secara
komprehensif

4. Melakukan
evaluasi
akuntabilitas
kinerja  dan
pelaporan
terintegrasi;

- Penguatan
pengawasan
pelayanan
melalui
pengendalian
gratifikasi,
penerapan
pengaduan
masyarakat,
pembangunan
zona integritas;

publik

SPIP,

- Penguatan kualitas
pelayanan publik
melalui penetapan
standar pelayanan,
budaya pelayanan
prima, pengelolaan
pengaduan
pelayanan,
penilaian
kepuasan
masyarakat,
pemanfaatan
teknologi
informasi;

sistem
SDM

- Penataan
manajemen
meliputi
perencanaan
kebutuhan
pegawai,
pengembangan
kompetensi,
promosi,
penetapan kinerja
individu,

penegakan kode
etik/aturan,
evaluasi jabatan

- Penataan
tatalaksana

meliputi penetapan
proses bisnis dan
SOP, keterbukaan
informasi publik

- Harmonisasi/
penataan regulasi

- Manajemen
perubahan
birokrasi melipuuti
perubahan pola
pikir dan budaya
kinerja

- Penyelenggarahan
pemerintahan yang
bersih dan bebas
KKN

kependudukan baik KTP, KIA; perangkat
pelayanan mobile)

Peningkatan  partisipasi masyarakat
(keterbukaan informasi publik; survey
kepuasan masyarakat; penanganan

aduan pelayanan publik; call center;
pelibatan masyarakat dalam berbagai
kegiatan mendukung tertib administrasi
kependudukan)

Arah Kebijakan Tahun II :

1.

Pemantapan regulasi (ketaatan
pelaksanaan adminduk berdasarkan
regulasi)

Penguatan kelembagaan (hubungan

kerja Dinas Dukcapil dengan instansi
provinsi dan nasional serta desa dan
kecamatan

Pembinaan aparatur (pengembangan
pegawai berbasis kompetensi; penetapan
dan evaluasi kinerja aparatur)

Pengelolaan akuntabilitas, pelaporan,
keuangan dan aset

Peningkatan  pelayanan masyarakat
(standar pelayanan reguler dan ISO;
cakupan kepemilikan dokumen
kependudukan,; pengelolaan
arsip/dokumen kependudukan; inovasi
pelayanan publik)

Pemanfaatan data dan  dokumen

kependudukan pada instansi pengguna
(izin pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan; PKS antara Dukcapil
dan instansi pengguna; penggunaan
cardreader oleh instansi pengguna)

Pemeliharaan infrasruktur peralatan
perekaman dan pencetakan dokumen

kependudukan; pengadaan mobil
pelayanan keliling

Peningkatan  partisipasi masyarakat
(keterbukaan informasi publik; survey

kepuasan masyarakat; SMS gateway;
penanganan aduan pelayanan publik)

Arah Kebijakan Tahun III :

1.

Pemantapan regulasi

(sinkronisasi regulasi daerah dengan
nasional; ketaatan pelaksanaan
adminduk berdasarkan regulasi)
Penguatan kelembagaan (hubungan
kerja Dinas Dukcapil dengan instansi
provinsi dan nasional serta desa dan
kecamatan

Pembinaan aparatur (pengembangan
pegawai berbasis kompetensi; penetapan
dan evaluasi kinerja aparatur)
Pengelolaan akuntabilitas,
keuangan dan aset
Peningkatan  pelayanan masyarakat
(standar pelayanan reguler; cakupan
kepemilikan dokumen kependudukan;

pelaporan,

pengelolaan arsip/dokumen
kependudukan; inovasi pelayanan
publik)

Pemanfaatan data dan  dokumen

kependudukan pada instansi pengguna
(izin pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan; PKS antara Dukcapil
dan instansi pengguna; kebutuhan SDM
pengelola data; kebutuhan perangkat
keras dan jarkomdat; penggunaan
cardreader oleh instansi pengguna)
Perbaikan peralatan perekaman dan
pencetakan dokumen kependudukan;

Renstra Dinas Dukcapil Kab. Kudus Tahun 2018-2023

50




8.

Peningkatan  partisipasi masyarakat
(keterbukaan informasi publik; survey
kepuasan masyarakat; penanganan
aduan pelayanan publik)

Arah Kebijakan Tahun IV :

1.

Pemantapan regulasi

(sinkronisasi regulasi daerah dengan
nasional; ketaatan pelaksanaan
adminduk berdasarkan regulasi)
Penguatan kelembagaan (hubungan
kerja Dinas Dukcapil dengan instansi
provinsi dan nasional serta desa dan
kecamatan

Pembinaan aparatur (pengembangan
pegawai berbasis kompetensi; penetapan
dan evaluasi kinerja aparatur)
Pengelolaan akuntabilitas, pelaporan,
keuangan dan aset

Peningkatan  pelayanan masyarakat
(standar pelayanan reguler; cakupan
kepemilikan dokumen kependudukan;

pengelolaan arsip/dokumen
kependudukan; inovasi pelayanan
publik)

Pemanfaatan data dan  dokumen
kependudukan pada instansi pengguna
(izin pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan; PKS antara Dukcapil
dan instansi pengguna; kebutuhan SDM
pengelola data; kebutuhan perangkat
keras dan jarkomdat; penggunaan
cardreader oleh instansi pengguna)
Perbaikan peralatan perekaman dan
pencetakan dokumen kependudukan;
Peningkatan  partisipasi masyarakat
(keterbukaan informasi publik; survey
kepuasan masyarakat; penanganan
aduan pelayanan publik)

Arah Kebijakan Tahun V :

1.

Pemantapan regulasi

(sinkronisasi regulasi daerah dengan
nasional; ketaatan pelaksanaan
adminduk berdasarkan regulasi)
Penguatan  kelembagaan (hubungan
kerja Dinas Dukcapil dengan instansi
provinsi dan nasional serta desa dan
kecamatan

Pembinaan aparatur (pengembangan
pegawai berbasis kompetensi; penetapan
dan evaluasi kinerja aparatur)
Pengelolaan akuntabilitas, pelaporan,
keuangan dan aset

Peningkatan  pelayanan masyarakat
(standar pelayanan reguler; cakupan
kepemilikan dokumen kependudukan;

pengelolaan arsip/dokumen
kependudukan,; inovasi pelayanan
publik)

Pemanfaatan data dan  dokumen
kependudukan pada instansi pengguna
(izin pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan; PKS antara Dukcapil
dan instansi pengguna; kebutuhan SDM
pengelola data; kebutuhan perangkat
keras dan jarkomdat; penggunaan
cardreader oleh instansi pengguna)
Perbaikan peralatan perekaman dan
pencetakan dokumen kependudukan;
Peningkatan  partisipasi masyarakat
(keterbukaan informasi publik; survey
kepuasan masyarakat; penanganan
aduan pelayanan publik)
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output)
dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Penentuan program dan
kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
Pencapaian tersebut menggunakan indikator-indikator kinerja yang digunakan.
Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian
kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran
(output), hasil (outcome), dampak (impact) dan kinerja adalah capaian
keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan
penggunaan sumber daya pembangunan.

Penentuan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kudus dituangkan dalam tabel 6.1 sebagai berikut :
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Tabal 6.1

Rencana Frogram, Kegiatan dan Fendanaan Dinac Eependudukan dan Fancatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2013-2022

Data Capaian

: . e i Unit Karja
Srogram dan Indicatar Kinsra, pa::r::;:d:nm Capaian Kinarja Program dan Kerangica Fendanaan :;:-_:-;:;:;:ﬂ;i:i: Plrang'lgu
Tujuan Saszaran Eoda Hegiatan Tuwuan, Sasaran, e Dasrah Lolkeast
Frogram, Kegatan 2017 z018 Tahun 3019 Tahun 3030 Tahun 2031 Tahun 2032 Tahun 3033 Fenanggung
Targst Ep. (00T) Targst | Bp. (000) | Torget | Bp. 000) | Targst | Bp. joo0) | Temgst | ®p. jooo) | TRTEST | Rp. (ooO) JamE
{1 [F=] =) I+ 5] &) i71 (E:]] (]| (1D [11] 12 i13) (4] {15} i1g] {17 {13] 1] (23] o]
Meningkatian Tingkat caloupan It 5% 2% E.BE0.00Z F9%% €.29E.403 looe 6.43B.T1Z LoD 434 186 oo £.364.490 82.485.793 | Kepala Dinas Dimnaz
kualizas peOyelanggarasn Hepsndudulkan dan
penyalanggarasn administrasi Pancatatan Sipi
kspanduduican
Tingkat cakupan % F5% #3% €.860.002 F9%% E.33E8.403 100% £.438.T1Z| 100% €.434.18& 100% €.364.450| 100% |32.485.793 |HKepala Dinas Dimaz
PeOyRlanggaraan Kependudukan dan
administrasi Fencatatan Sipi
kspanduduican
kspanduduican
2.028.01.18 |Frogram Palayanan |Cakupan Kepammbican 57% GBS 1D0% 2.624 029 1008 2601774 | 100% 2.61E B3Z| 100% 3.621.913 100% 3582 6B0| 100% |13.045.223|Bidang Dinas
Fenduduk (ETF) Fandaftaran Pancatatan Sipil
Fandudak
Fasilitaci dan Jumlah penerbiian KTF |59, 673 Ibr £1.271 E0.000 989 _802| £0.000 978 426| £0.000 1.008.832| £0.000 1.011.832| 80.000 1.012.852 | 400000 5.001.724 | Saksi Mentms Dmas
peomgkatan dan EIA sesuai standar b Ibr Ibr Ibr b Ioe Tbr Fandudul HEepsndudulan dan
pelayanan identas Fencatatan Sipi
pandoduk
Fasilitact dan Jumiah penarbrtan B.723 9.S68 5.000 1.794_820| 9.000 S.000 1.554 18| 9.000 1.452.8B20 5000 1.340.872| 45.000 T.a22 840 | Sak=i Pindah Dmas
perungkatan dokumen prodah dan diok dek dok dalke dalk dalk dak dalke Datang dan HKepandudukan dan
pelayanan pindah damng panduduk sesual Fandataan Fencatatan Sipil
damng dan standar Fanduduk
pendaman
pendoduk
Sosialisasi, Jumlah pengadaan LES et | 135 set | 135 et 835407 135 zet 9IE.543| 135 sat 1.015.682| 1385 zet | 1.117.251| 135 sai 1.32B.97&| &75 sat 5.124.664 | Sak=i Identtas Dinas
pelayanan dan bahan cetak dokumen Pandudule HEepandudukan dan
pensrbitan dokumsan |pendafiaran panduduk Pancatatan Sipi
pendadftaran {blangico dan formulir)
pandoduk (DAK Hon
Eeike|
2.02.01.1% |Fropram Falayanan  |Cakupan Espemilican E5% E9% 93% 1.219.968| 9B% 1.172.050| 100% 1.177.601| 100% 1.178.603| 100% 1.165.8B37| 100% 5.914.058 |Bidang Dinas
Fencatatan Sipil Akta Ealaniran Kepanduduian dan
Fenduduk Usia 0-18 Fencatatan Sipi
Tahun
Pasilitasi dan Jumiah pelayaman 27.840 | 29.000 €11.966| 20.000 03&| 21.000 TE0.53&| 32.000 TE21.58&| 323.000 &21.585 Dmaz
perungkatan penarbitan akta Ibr bz Ibr Ibr b 1. 3 HEepandudukan dan
pelayanan alcta kslshiran dan kamatian Fancatatan Sipi
kclahiran dan Fang cosuai standar
Iematian
Pasilitasi dan Jumiah penduduk yang 70998 8l.812 £3.000 495.282| 85.000 1.023| &7.000 185.674| 25.000 1e3.337 | 91.000 91.000 Salesi Dmaz
perungkatan rdata pencatatan org =] TR org org arg arg, org Faricawinan, HEepandudukan dan
pelayanan pericawinanmya sesuad Farcaraian, Pancatatan Sipi
peTicawinan, prosedur Farubahan
peTcaraian, Status Anak dan
parabahan stams Fawarganogaran
anak dan
PRWAIEANGEATAAL
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Data, Capaian

Indiator Kinaga, pada tahun Awal Capaian Hinaga Frogram dan Kerangia Pandanasn Eondizi :'finﬁ-']ﬁ pads -..l'tm. :‘rjf
Tujuan Sacaramn Eoda PT;’::}:’J‘T: Tujuan, Sasaran, Fersncanasn il Pm_:;‘ mansa Diagran Lolcasi
Frogram. Eegiatan 2017 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2031 Tahun 202 Tahuxn 2023 Funanggung
Jamah
Target Rp. {000| Targe: | Bp. (000 | Targe: Ep. [000) Ep. [000) Fp. (oo0) Targst Rp. [o00)
(1) [=] 2} i+ is] (8] {3} (=] (1) [11]) {12 [13) [15) (17| {1E] [19]) (=] =20
Sosiansasi Jumilah pangadasn S0.000 20.000 15.000 15000 283.992| 15.000 257.891| 15.000 283.130| 15.000 311 .443| T5.000 1.298.677 | Sakcnl Kelshiran Dinas
palayanan dan bahan cetak dolcaman Ior Ibr Inr Ior 1nr Ior Inx 1er dan Kemanan Kepandudulkan dan
penarbitan doloupen | pencatatan sipd Pancatatan Sipil
pencatatan sipd [blangko dan formuli
(DAK Non Fisik)
Z2.03.01 20 |Frogram Fengelolaan | Caloopan pengebalasn 1008 plle plele ) Z.0l6.005| 100% 1. 624 584 LOO%: 1.6323 27%| lO0%: 1632 665 100% 1.615.973( 100%: 8522 511 | Bidang Dinas
Imformasi damabace kepanduduiean Pangelolaan Eepantuduian dan
Hependudulean an AnmiTdstrasi
Famanfaaian Data Espandudalcan
dan Femanfaatan
Data
Fambangunan dan 0wt | 50wt | 230 unt 1,426,325 | 20 wunct | 1406.538| 30 unit | 1.zszess| Eooum: | 1zvs.Eso| 3o umt | r.zzsavz| 2o ounis | esel.zos|Seics Fengelolaan|Dimss
pengoperasian SIAK Eepamtudulkan asn
seCaTA werpadu Pancatatan Sipil
Pacilitaci penyajian | Jumlah inctansci yang 2 inctanci| 2 2 421.147 2 E0.000 3 61.000 3 &1.000 10 Dinas
dan pemanfaatan mamanfaatican data mstansi | insmansi instansd instang instang instand Espandudulkan dan
data kcpendudukan, |kependudukan sasusd Pancatatan Sipil
erjacarmna carta standar
inorasi pelayanan
Fangelolaan sistem | Jumiah bulm 3 diokc 3 ok 2 dok 147.872| 3 dok 182.660| 3 dok 17a.szs| 2 ack 156.821%| 2 dok 216.501| 15 dcok 902,779 | Seie=i Fengalalasn | Dinas
informas ESpRnAAUIEAT VATE Informasi Eepamtudulkan asn
anmiTistras tersisun el dergmn AnmiTdstrasi Pancatatan Sipil
erpendudiulcan fSLAK | standar Espandudalcan
[DAK Non Fisik]
Ranngleatmys Hilai evaluasi SARIF - 7291 1.631.338 TT TS B1 1.5TE.455 =t} 1.559.422 B3 T.H10.629 | Kepala Dinas Dimas
akuntabilitas Parangica: Dasrah Eepandudukan dan
hnerja Parangkat Pancatatan Sipil
Daaran 2.02.01.07 Indaks Eap Bt BT a3% 1.631.8a28| 39% 1. 567.7 0% 1575158 1% 1576.499| 92% 1.559.422| #3% 7.910.639 | Selkoutariat Dinac
Macyarakoat [[EKAL) atac dan
dnerja Parangkat Pancatatan Sipil
Jumiah dolurmen 18 dak 18 daok 19 doikc Z20.000| 18 dok 20.000| 18 dok 20.000| 13 dok 20.000| 18 dok 20.000| 91 dok 100,000 | Subbagian Dinas
perencanasn; doioommon Parcncanssan dan | Eepantuduian dan
avalissi gan doicomen ESUuaTgan Pancatatan Sipil
palaparan capaian pelapoTaT
narja kagiatan fdnera yang
tarsasun sesaal dengan
standar
Palayanan Jumiah dolurmen 29 dak 29 dak 29 doic 579.811| 29 dalk 547.732| 29 dok 555.158| 29 dok 556.439| 29 dok 539.422( 145 daok 2.778.622 | Subbagian Dinas
administasi dan anggaran, dolumen Parencanaan dan | Eepantudukan dan
pelaporan keaangan |adminictraci Esuangan Pancatatan Sipil
ParEngrungawaban
kouangan, doicamen
avaluaci serapan
anggaran dan dokumen
PRIpCTAT KausTgRn
YANE tRTTUSOn sesuai
standar
Feningkatan Jumilah ASH yang & org € org & org 1.022.017| & org 1000000 € org 1.000.000| Sorg | 1.000.00C| &arg 1.000.000| S0bln | S5.082.017|Subbagian Dinas
icapacitac sumbar kompetensinga Trmam dan Espandudulkan dan
daya dan sarana meninglat Espagawaian Pancatatan Sipil
pracarana sparatur
Jumiah dokurmnen 24 dak 24 Aok 24 doic 24 dakc 24 dak 24 dok 24 dok 120 daok
geloiaan weum, acat
dan KepegATaiaT VAT
tarsusun Sesuai standar
Jumiah tsnaga konirakc 2 ooy 2 org I org 15 arg 15 arg 15 oTg 15 org 15 ocrg
pelakcana tagac
kasakTetariatan
Jumilah zarpras &5 unit | 65 wnit | &5 unit &5 unit €5 unit €5 umit &5 unit €5 unit
aparasar yg wrpalibara
dakam kondis baik
TOTAL £.491.330 T.568.141 £.003.E70 2.010.684 7.533.511 40296437
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah keluaran/hasil yang telah atau hendak dicapai sehubungan
dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk
mengukur bagaimana kinerja maka diperlukan ukuranukuran yang dapat
mengambarkan keberhasilan dari kinerja itu sendiri atau dinamakan dengan
indikator. Indikator dapat berupa indikator keluaran (output) adalah barang atau
jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Indikator hasil (outcome)
adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-
kegiatan dalam satu program. Maupun Indikator Kinerja Utama yang merupakan
ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar
hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi
organisasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kudus melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar bidang
administrasi kependudukan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
sesuai urusan tersebut telah dipilih indikator untuk mengukur keberhasilannya
melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kudus. IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kudus merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan
pada Bab IV. Selain IKU perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja
penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk
pada indikator pada Bab VI. Indikator kinerja ditampilkan dalam sebagaimana
tabel berikut ini :

Tabel 7.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja Kondisi Awal Kondisi
No | Utama Perangkat Kinerja Target IKU Tahun ke- Akhir
Daerah 2017 | 2018 2019 2020 | 2021 2022 2023 | Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10)
1. | Tingkat cakupan 94% | 95% 98% 99% 100% | 100% | 100% 100%
penyelenggaraan
administrasi
kependudukan
2. | Nilai evaluasi - 72.91 75 77 79 81 83 83
SAKIP Perangkat
Daerah
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kudus Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan,
sebagai panduan bagi pimpinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kudus dan seluruh unit kerja yang ada dalam menentukan rencana
strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas
pemerintahan. Rencana ini berisi tentang tujuan, sasaran, dan strategi yang
meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
Rencana strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya
dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja
tahunan.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dalam
penyusunannya memperhatikan situasi, kondisi, dan potensi, serta
memperhatikan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD. Dengan didukung sumber daya manusia yang potensial dan handal,
Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus berupaya
mewujudkan mekanisme perencanaan yang akuntabel, transparan, dan
konsisten berlandaskan komitmen yang telah dibangun dan disepakati.
Mengingat perubahan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka
selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya
kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 22 April 2019

Plff"’ KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

/r TUD U%\/{AD SHOFIAN, SE

Pembina
NIP. 19661010 199302 1 003
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Lampiran 1

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

(Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan dan Sumber Data)

(1)

(2)

1. Cakupan Formulasi Pengukuran : jumlah penduduk usia lebih dari 17
Kepemilikan Kartu tahun atau telah menikah yang memiliki E-KTP dibagi jumlah
Tanda Penduduk penduduk usia lebih dari 17 tahun atau telah menikah dikali
(KTP) 100%

Tipe Perhitungan : Kumulatif
Sumber Data : Dinas Dukcapil

2. Cakupan Formulasi Pengukuran : jumlah penduduk usia 0-18 tahun) yang
Kepemilikan Akta mempunyai akta kelahiran dibagi jumlah penduduk usia 0-18
Kelahiran tahun dikali 100%

Penduduk Usia 0- Tipe Perhitungan : Kumulatif
18 Tahun Sumber Data : Dinas Dukcapil

3. Cakupan Formulasi Pengukuran : jumlah penerbitan akta kematian pada
Kepemilikan Akta tahun tertentu (t) dibagi jumlah penduduk meninggal yang
Kematian terlaporkan pada tahun tertentu (t) dikali 100%

Tipe Perhitungan : Kumulatif
Sumber Data : Dinas Dukcapil

4. Tingkat Cakupan
Penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan

Formulasi Pengukuran : (Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda
Penduduk/KTP ditambah Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
Penduduk Usia 0-18 Tahun ditambah Cakupan Kepemilikan Akta
Kematian) dibagi 3

Tipe Perhitungan : Kumulatif

Sumber Data : Dinas Dukcapil

5. Nilai Evaluasi
SAKIP Perangkat
Daerah

Formulasi pengukuran : nilai yang diperoleh atas hasil evaluasi
implementasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
pada Perangkat Daerah pada tahun tertentu (t)

Tipe Perhitungan : Kumulatif
Sumber Data : Inspektorat Daerah

6. Indeks Kepuasan
Masyarakat Atas
Kinerja Perangkat
Daerah

Formulasi Pengukuran : Indeks Survey Kepuasan
Masyarakat/SKM

Tipe Perhitungan : Kumulatif
Sumber Data : Dinas Dukcapil

7. Cakupan
Pengelolaan
Database
kependudukan

Formulasi pengukuran : jumlah update database kependudukan
skala kabupaten dibagi 2 dikali 100%

Tipe Perhitungan : Kumulatif
Sumber Data : Dinas Dukcapil
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